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ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN IZIN USAHA
PEMBUDIDAYAAN IKAN DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
MANDAILING NATAL

CHINTIYA
NPM : 1703100049

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan
kewenangan yang dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan tentang Usaha Pembudidayaan lkan. Dinas Kelautan dan Perikanan
merupakan lembaga yang bertugas menyelenggarakan urusan rumah tangga
daerah dalam bidang perikanan dan kelautan dengan segala potensi yang
dimilikinya serta menyelenggarakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Daerah
melalui perizinan dapat mengendalikan, mengatur dan mengawasi, sejauh mana
kegiatan perusahaan perikanan memanfaatkan sumber daya ikan dan bagaimana
tanggung jawab yang harus dilakukannya dalam menjaga keseimbangan
lingkungan dengan daya dukung lingkungan. Budidaya perikanan yang terdapat di
Kabupaten Mandailing Natal masih banyak yang tidak dilengkapi dengan Surat
Izin Usaha Perikanan (SIUP), sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri
yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana
implementasi Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Usaha
Pembudidayaan lkan yang sudah dijelaskan mengenai pelayanan lzin Usaha
Perikanan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan
analisis data kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
pelaksanaan/implementasi Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014, dengan
rumusan kategori dalam penelitian ini adalah; adanya tujuan dan sasaran
Kebijakan pelayanan usaha pembudidayaan ikan, adanya struktur birokrasi dalam
implementasi kebijakan., adanya penerapan prinsip-prinsip pelayanan, adanya
penyampaian informasi dalaminteraksi antara aparat pemerinntah daerah dengan
Stakeholder.Hasil penelitian yang terkait dengan implementasi Peraturan Menteri
Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan tidak terimplementasi
dikarenakanbahwa proses dan prosedur pelaksanaan pelayanan izin usaha
pembudidadayaan ikan, terutama dalam memberikan pelayanan publik sangat
ditentukan oleh tujuan dari implementasi kebijakan yang walaupun dalam
pelaksanaanya masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu antara lain
komunikasi dan interaksi antara aparat dinas dengan pemerintah desa dan
masyarakat (stakeholder). Sehingga dalam proses pendaftaran izin usaha
pembudidayaan ikan dilayani oleh Kantor Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mandailing Natal.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Peraturan Menteri, dan Pelayanan
Izin Usaha Pembudidayaan Ikan
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan letak geografis yang sebagian besar
wilayahnya perairan atau maritim dengan luas 3.257.483 km?. Dengan kondisi
geografis yang strategis dan memiliki potensi Sumber Daya Alam yang melimpah
dari sektor kelautan, memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat yang
mata pencahariannya sebagai nelayan, khususnya yang bertempat tinggal didaerah
pesisir pantai. Penduduk yang bekerja sebagai nelayan, memanfaatkan potensi-
potensi Sumber Daya Alam kelautan dengan aktifitas menangkap ikan untuk
memenuhi kebutuhan ekonominya.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa
pengendalian usaha perikanan melalui perizinan usaha budidaya perikanan,
merupakan salah satu instrumen untuk menjaga kelestarian Sumber Daya Alam,
menjamin kepastian hukum suatu usaha, dan memberikan pendapatan bagi
daerah. Setiap orang/kelompok yang melakukan kegiatan usaha perikanan di
bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran
ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat
Izin Usaha Perikanan (SIUP). Kewajiban memiliki SIUP tidak berlaku bagi

nelayan kecil atau pembudidaya ikan kecil.


https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b22031a01f26/nprt/1060/undangundang-nomor-45-tahun-2009
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b22031a01f26/nprt/1060/undangundang-nomor-45-tahun-2009
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b22031a01f26/nprt/1060/undangundang-nomor-45-tahun-2009
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b22031a01f26/nprt/1060/undangundang-nomor-45-tahun-2009
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b22031a01f26/nprt/1060/undangundang-nomor-45-tahun-2009
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b22031a01f26/nprt/1060/undangundang-nomor-45-tahun-2009
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b22031a01f26/nprt/1060/undangundang-nomor-45-tahun-2009
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b22031a01f26/nprt/1060/undangundang-nomor-45-tahun-2009
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Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki
perusahaan perikanan, kelompok atau perorangan dalam melakukan kegiatan
usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin
tersebut dan telah disahkan oleh undang-undang.

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-
KP/2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan, dijelaskan bahwa Surat Izin Usaha
Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk
melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi Yyang
tercantum dalam izin tersebut. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014tersebut, bahwa Pemerintah Daerah
memilki kewenangan untuk memberikan pelayanan pembudidayaan ikan dalam
rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Kebijakan pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan sebagaimana
dijelaskan dalam Pasal 11 bahwa; Setiap orang yang melakukan usaha
pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik
Indonesia wajib memiliki izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan, yang
meliputi izin usaha perikanan, yang diterbitkan dalam bentuk SIUP, yang terdiri
atas, SIUP Pembenihan, SIUP Pembesaran, dan SIUP Pembenihan dan
Pembesaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan lkan, maka setiap
pelaku usaha baik perorangan maupun badan usaha yang melakukan Usaha

Pembudidayaan lkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Repoblik


https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54d434a5188d6/nprt/lt521ee272e3f67/peraturan-menteri-kelautan-dan-perikanan-nomor-3-permen-kp-2015-tahun-2015?PHPSESSID=idqjtr9qio24447jd5j1gam3g6
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54d434a5188d6/nprt/lt521ee272e3f67/peraturan-menteri-kelautan-dan-perikanan-nomor-3-permen-kp-2015-tahun-2015?PHPSESSID=idqjtr9qio24447jd5j1gam3g6
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54d434a5188d6/nprt/lt521ee272e3f67/peraturan-menteri-kelautan-dan-perikanan-nomor-3-permen-kp-2015-tahun-2015?PHPSESSID=idqjtr9qio24447jd5j1gam3g6
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54d434a5188d6/nprt/lt521ee272e3f67/peraturan-menteri-kelautan-dan-perikanan-nomor-3-permen-kp-2015-tahun-2015?PHPSESSID=idqjtr9qio24447jd5j1gam3g6
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54d434a5188d6/nprt/lt521ee272e3f67/peraturan-menteri-kelautan-dan-perikanan-nomor-3-permen-kp-2015-tahun-2015?PHPSESSID=idqjtr9qio24447jd5j1gam3g6
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54d434a5188d6/nprt/lt521ee272e3f67/peraturan-menteri-kelautan-dan-perikanan-nomor-3-permen-kp-2015-tahun-2015?PHPSESSID=idqjtr9qio24447jd5j1gam3g6
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54d434a5188d6/nprt/lt521ee272e3f67/peraturan-menteri-kelautan-dan-perikanan-nomor-3-permen-kp-2015-tahun-2015?PHPSESSID=idqjtr9qio24447jd5j1gam3g6
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54d434a5188d6/nprt/lt521ee272e3f67/peraturan-menteri-kelautan-dan-perikanan-nomor-3-permen-kp-2015-tahun-2015?PHPSESSID=idqjtr9qio24447jd5j1gam3g6
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54d434a5188d6/nprt/lt521ee272e3f67/peraturan-menteri-kelautan-dan-perikanan-nomor-3-permen-kp-2015-tahun-2015?PHPSESSID=idqjtr9qio24447jd5j1gam3g6
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54d434a5188d6/nprt/lt521ee272e3f67/peraturan-menteri-kelautan-dan-perikanan-nomor-3-permen-kp-2015-tahun-2015?PHPSESSID=idqjtr9qio24447jd5j1gam3g6
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54d434a5188d6/nprt/lt521ee272e3f67/peraturan-menteri-kelautan-dan-perikanan-nomor-3-permen-kp-2015-tahun-2015?PHPSESSID=idqjtr9qio24447jd5j1gam3g6
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54d434a5188d6/nprt/lt521ee272e3f67/peraturan-menteri-kelautan-dan-perikanan-nomor-3-permen-kp-2015-tahun-2015?PHPSESSID=idqjtr9qio24447jd5j1gam3g6
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Indonesia wajib memiliki Izin Usaha Perikanan dibidang pembudidayaan, melalui
Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten. Adapun jenis usaha di bidang
pembudidayaan ikan berdasarkan Peraturan Menteri tersebut meliputi: 1) Usaha
pembenihan ikan; 2) Usaha pembesaran ikan; 3) Usaha pengangkutan ikan hasil
pembudidayaan; 4) Usaha pembenihan dan pembesaran ikan; 5) Usaha
pembenihan dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan; 6) Usaha pembesaran
ikan dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan; 7) Usaha pembenihan ikan,
pembesaran ikan dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal adalah Pemerintah daerah
yang pada hakikatnya adalah pelayan masyarakat, sehingga aparat pemerintah
berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik yangsebaik-baiknya. Dalam
memberikan pelayanan Izin Usaha Pembudidayaan ikan, Pemerintah Kabuaten
Mandailing Natal melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Dinas Kelautan
dan Perikanan Mandailing Natal.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal dalam
memberikan pelayanan lzin Usaha Pembudidayaan Ikan sebenarnya sudah
menpedomani kebijakan sebagaimana diatur dalam Kepmen 46/KEPMEN-
KP/2014, seperti dalam hal persyaratan layanan lzin Usaha Perikanan (IUP)
pembudidayaan ikan yaitu dengan menetapkan aturan kepada masyarakat bahwa
dalam mengajukan permohonan IUP, masyarakat harus mengisi Formulir
Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-; mengajukan rencana usaha perikanan
tangkap atau proposal rencana usaha perikanan tangkap terpadu, bagi orang atau

badan hukum Indonesia, Fotokopi akte pendirian/perubahan perusahaan berbadan



4
hukum/koperasi yang telah disahkan; Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP)
pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang telah disahkan oleh
pejabat yang berwenang; Fotokopi Izin Penggunaan Pemanfaatan Ruang, untuk
usaha dengan luas lebih dari 25 Hektar; Pas foto berwarna terbaru pemilik kapal
atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm;
Surat keterangan domisili usaha; Speciment tanda tangan pemilik kapal atau
penanggung jawab perusahaan; dan Pernyataan dari pemohon yang menyatakan
bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan
bermaterai Rp. 6.000,-;

Padahal berdasarkan kebijakan dalam Usaha Pembudidayaan Ikan, bahwa
setiap pelaku usaha baik perorangan maupun badan usaha yang melakukan Usaha
Pembudidayaan Ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik
Indonesia diwajib memiliki lzin Usaha Perikanan dibidang pembudidayaan,
melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mandailing Natal cukup
berpotensi dalam memberikan pelayanan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan
mengingat luas Areal budidaya ikan yang cukup besar.

Berdasarkan kondisi luas areal budidaya ikan di Kabupaten Mandailing
Natal adalah sebagai berikut pada tabel di bawabh ini:

Tabel.1.1

LUAS AREAL BUDIDAYA IKAN DIRINCI MENURUT KECAMATAN

No Kecamatan Kolam Air Kolam Mina Jumlah
Deras/Tambak Tetap Padi

1) ) (3) (4) (5)
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

Batahan
Sinunukan
Batang Natal
Lingga Bayu
Ranto Baik
Kota Nopan
Ulu Pungkut
Tambangan
Lembah Sorik
Marapi
Puncak Sorik
Marapi
Muara Sipongi
Pakantan
Panyabungan
Panyabungan
Selatan
Panyabungan
Barat
Panyabungan
Utara
Panyabungan
Timur

Huta Bargot
Natal

Muara Batang
Gadis

Siabu

Bukit Malintang

0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,00

0,00
0,00

0,10
1,25
35,13
56,23
33,58
30,35
6,75
30,75
7.55

26.40

11,22

26,55

28,35

90,85

32,75

153,46

24,79

5.75

0,10

0,10

214,40
172,5

0,00

0,00

8,67
13,58
12,63
105,06
76,62
78,60
20,50

40,54

1,40

2,50

240,55

84,67

80,50

198,75

23,60

98,60

0,00

0,00

105,78
53,55

0,10

1,25

43,8
69,81
46,23
135,41
83,37
109,35
28,05

66.94

12,62

29,05

268.9

175,52

113,25

352.21

48.39

48.39

0,12

0,00

320.18
226.05




23. Naga Juang 0,00 12.5 17.5 30
Mandailing 0,04 1001,41 1263,60 2264,95
Natal 2015
2014 0,04 109547 1326,25 2421.76
2013 0,04 107881 136046 243931

Sumber;Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Mandailing Natal Tahun 2020

Dengan demikian perikanan di Kabupaten Mandailing Natal mempunyai
peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional,terutama
dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan
peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya,nelayan kecil, pembudidaya ikan-
ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha dibidang perikanan. Hal ini dilakukan
dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya
ikan. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan yang didefinisikan
sebagai segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya
berada dalam lingkungan perairan. Dalam kegiatan perikanan cara penangkapan
ikan dan alat yang dipergunakan berkembang sangat cepat dengan tujuan untuk
memperoleh ikan dalam waktu yang relatif singkat dan dalam jumlah yang besar.
Dalam kamus istilah perikanan, penangkapan adalah usaha melakukan
penangkapan atau pengumpulan ikan dan jenis-jenis sumber daya hayati lainnya
dengan dasar bahwa ikan dan sumber hayati tersebut mempunyai manfaat atau

mempunyai nilai ekonomi.

Untuk itu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal
melaksanakan kewenangan yang dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan tentang Usaha Pembudidayaan Ikan. Dinas Kelautan dan
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Perikanan merupakan lembaga yang bertugas menyelenggarakan urusan rumah
tangga daerah dalam bidang perikanan dan kelautan dengan segala potensi yang
dimilikinya serta menyelenggarakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Daerah
melalui perizinan dapat mengendalikan, mengatur dan mengawasi, sejauh mana
kegiatan perusahaan perikanan memanfaatkan sumber daya ikan dan bagaimana
tanggung jawab yang harus dilakukannya dalam menjaga keseimbangan

lingkungan dengan daya dukung lingkungan.

Dari uraian diatas dapat dilihat banyaknya potensi untuk membuka usaha
pembudidayaan ikan di Kabupaten Mandailing Natal dan Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Mandailing menjadi penyelenggara usaha pembudidayaan.
Hal ini menarik perhatian penulis untuk memilih judul “Implementasi Kebijakan
Pelayanan lzin Usaha Pembudidayaan Ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Mandailing Natal”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan masalah yang diuraikan diatas dapat dirumuskan masalah
dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin

Usaha Pembudidayaan lkan di Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing Natal.
1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan
Pelayanan Izin Usaha Pembudidayaan lkandi Dinas Kelautan dan Perikanan

Mandailing Natal.

1.4 Manfaat Penelitian



Manfaat Penelitian ini adalah :

a. Meningkat wawasan penulis mengenai Implementasi Pelayanan Izin
Usaha Pembudidayaan Ikan

b. Memberikan solusi terhadap masalah dan hambatan pada Implementasi
Pelayanan lIzin Usaha Pembudidayaan lkan di Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Mandailing Natal

c. Menambah wawasan penulis dibidang Administrasi Publik melalui
penelitian yang dilaksanakan sehingga dapat memeberikan kontribusi

pemikiran bagi pengembangan Administrasi Publik.
1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar
dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka
dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab

yang lainnya sebagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika

penulisan.

BAB Il URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Pengertian

Implementasi, Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebiijakan Publik,



BAB 111

BAB IV

BAB V
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Pengertian Implementasi Kebijakan, Pengertian Implementasi
Kebijakan Publik, Pengertian Pelayanan, prinsip-prinsip pelayanan,
pengertian izin usaha, Pengertian pembudidayaan ikan, dan

Kebijakan dalam Usaha pembudidayaan ikan.

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah jenis Penelitian,
Kerangka konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi,
Infomen/Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis
Data, waktu dan Lokasi Penelitian.dan Gambaran umum Lokasi

Penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Yaitu bab yang menguraikan mengenai hasil penelitian di lapangan

dan pembahasan dari hasill penelitian.

PENUTUP

Yaitu bab mengenai simpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.



BAB Il
URAIAN TEORITIS
2.1 Pengertian Implementasi

Menurut Lester and Stewart (2000:104-105) mengemukakan bahwa
implementasi bermakna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor,
organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan
kebijakan dalam upaya meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.
Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin
dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai
suatu dampak (outcome).

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan adalah
melaksanakan undang-undang dalam bentuk program kerja yang lebih operasional
oleh aktor/implementor dalam organisasi yang terorganisir dengan baik, dilakukan
dengan prosedur dan teknik kerja yang jelas, serta dilakukan secara bersama-sama
untuk mencapai tujuan kebijakan. Memang kenyataan menunjukkan bahwa
implementasi  kebijakan merupakan hal yang kompleks, karena dalam
pelaksanaannya merupakan satu sistem yang tidak lepas dari sub-sub sistem yang
ada (input-proses-output) sampai dengan outcome atau dampak yang ditimbulkan.

Sedangkan menurut Gordon dan Pasolong (208:58) implementasi berkenaan
dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini
administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan
menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur

sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program.

10
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Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program
kedalam rencana-rencana dan petunjuk yang dapat diterima dan feasible.
Menerapkan berarti menggunakan instrumen-instrumen mengerjakan atau
memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran. Atau dengan
kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam
hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan
dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan
kegagalan termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan
organisasi yang diserahi tugas melaksanakan program.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa
implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah
ditetapkan dalam suatu keputusan.Tindakan ini berusaha untuk mengubah
keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha
mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah
diputuskan sebelumnya.

2.2 Pengertian Kebijakan

Menurut Anderson ( 2005 : 21 ) kebijakan adalah sebagai langkah tindakan
yang secara sengaja dilakukan oleh aktor sejumlah aktor berkenaan dengan
adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Menurut Wahab ( 2001 : 8 ) kebijakan adalah tindakan — tindakan terpola
yang mengarah pada tujuan yang disepakati dan bukan sekedar keputusan acak

untuk melakukan sesuatu.
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Menurut Friedrich ( 2007 : 20 ) kebijakan adalah suatu tindakan yang
mengarah pada yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam
lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan — hambatan tertetu
dengan mencari peluang — peluang untuk mencapai tujuan dan mewujudkan

sasaran yang diinginkan.

Dari uraian diatas dapat di kemukakan bahwa kebijakan adalah suatu
tindakan atau keputusan yang mengikat dalam rangka pencapaian tujuan yang
dibuat oleh pemerintah atas dasar usulan sejumlah aktor, kelompok atau

pemerintah sendiri.

2.3 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Aminullah ( 2001: 371 — 372 ) kebijakan publik adalah suatu
upaya atau tindakan untuk memengaruhi sistem pencapaian tujuan yang
diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis, yaitu berjangka

panjang dan menyeluruh.

Menurut Abidin ( 2012 : 31 ) kebijakan publik adalah tindakan yang tidak
bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada tingkat strategis. Oleh
karena itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan

dan keputusan khusus dibawahnya.

Menurut Dunn ( 2003 : 106 ) kebijakan publik adalah suatu rangkaian
pilihan—pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat

pemeritah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti
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pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat,

kriminalitas,perkotaan, dan lain — lain.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah
rangkaian tindakan yang dibuat oleh pemerintah menyangkut kepentingan-

kepentingan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Van meter dan Van Horn ( 447 ) implementasi kebijakan adalah
tindakan — tindakan yang dilakukan oleh individu — individu ( atau kelompok —
kelompok ) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan —

tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan — keputusan sebelumnya.

Menurut Wahab ( 2001 : 45 ) implementasi kebijakan adalah aspek penting
dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar
bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran — penjabaran keputusan politik ke
dalam prosedur — prosedur rutin lewat saluran — saluran birokrasi melainkan lebih

dari itu.

Menurut Nugroho ( 2003 : 161 ) implementasi kebijakan publik adalah
tindakan ( action ) intervensi itu sendiri. Bentuk intervensi dalam implementasi ini
setidaknya melalui elemen — elemen berikut, yaitu: a) pembentukan unit
organisasi baru dan staf pelaksana; b) penjabaran tujuan kedalam aturan pelaksana
( standard operating procedures ); ¢) koordinasi, pembagian tugas-tugas di dalam
dan diantara dinas-dinas atau badan pelaksana; d) pengalokasian sumber-sumber

daya untuk mencapai tujuan.
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Menurut Winarno ( 2005 : 101 ) implementasi kebijakan adalah alat
administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang
bekerja bersama — sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau

tujuan yang tetapkan.

Dari uraian ditas dapat disimpulkan implementasi kebijakan adalah
kegiatan untuk melaksanakan proses kebijakan untuk meraih tujuan — tujuan dari

pelaksanaan kebijakan tersebut.

2.5 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Tangklisan ( 2003 : 1 ) implementasi kebijakan publik adalah
tahapan pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan
seperti halnya dalam pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran
sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya
standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang

mempengaruhi beberapa aspek kebijakan.

Menurut Mustopadijaja ( 2002 : 118 ) implementasi kebijakan publik adalah
suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang
muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah

dalam rangka penyelenggaran pemerintah.

Menurut Nurdin ( 2002 : 116 ) implementasi kebijakan publik adalah cara
individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi

berinteraksi dengan organisasi lainguna mencapai tujuan-tujuannya.
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Menurut Tachjan ( 2005 : 25 ) implementasi kebijakan publik adalah proses
kegiatan administratif yang disetujui sebuah kebijakan ditetapkan. Kegiatan ini
terletak diatara perumusan kebijakan dan evaluasi kebiajakan. Implementasi
kebijakan publik mengandung logika yang menurunkan atau menafsirkan
alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat

konkrit atau mikro.

Menurut Dwijowijoto ( 2003 : 158 ) implementasi kebijakan publik adalah
cara — cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan untuk mengimplementasikan
kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu : a) langsung
mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau; b) melalui formulasi

kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik
adalah proses kegiatan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan permaslaaha dan

mencapai tujuan-tujuan kebijakan melaului program-program pemerintah.

2.6 Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan publik merupakan suatu usaha untuk
memudahkan penjelasan terhadap suatu fenomena. MenurutWidodo (2011:96-
110) dalam model implementasi kebijakan public memiliki Empat variable/faktor
yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, diantaranya
faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yaitu sebagai
berikut;

1) Komunikasi (communication)



2)

3)

4)

16

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator
kepada komunikan.Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses
penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers)
kepada pelaksana kebijakan (policy implementors)

Dengan kata lain bahwa komunikasi menunjukan bahwa setiap kebijakan
akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif
antara pelaksana kebijakan dengan para kelompok sasaran (target group).
Sumber Daya (Resourch)

Bahwa sumberdaya sebagaimana jelas dan konsistensinya ketentuan-
ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian
ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana
kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang
mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara
efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Dengan kata
lain bahwa sumberdaya menunjukan setiap kebijakan harus di dukung oleh
sumberdaya yang memadai, baik sumberdaya manusia, maupun sumberdaya
financial.

Disposisi (Disposition)

Yaitu Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam
implementasi kebijakan. Apabila implementasi memiliki sikap yang baik
maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang
diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak
mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure)
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Aspek struktur organisasi ini melengkapi dua hal yaitu mekanisme dan
struktur birokrasi itu sendiri.Aspek pertama adalah mekanisme dalam
implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur
(SOP).

SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar
dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran
kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang
terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan
dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang
selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak baik.

Struktur birokrasi juga menujukan bahwa struktur birokrasi menjadi
penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini
mencakup 2 hal penting pertama adalah mekanisme dan kedua struktur
organisasi pelaksana itu sendiri.

2.7 Pengertian Pelayanan

Suparlan (1983 : 91) mendefenisikan bahwa pelayanan adalah usaha untuk
memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain baik material maupun
non material agar orang lain itu dapat mengatasi masalah sendiri.

Badudu (1994 : 51 ) menjelaskan bahwa pelayanan adalah jenis bidang
usaha yang dikelola pemerintah dan ditujukan untuk melayani kepentingan
masyarakat dan mempunyai fungsi sosial, tanpa berorientasi kepada aspek
keuntungan.

Moenir (1 1992:16 ) berpendapat bahwa manusia adalah mahkluk sosial yang

selalu menginginkan kebersamaan untuk mencapai cita-cita dan harapan yang
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diinginkan. Dan untuk mendapatkan/memenuhi kepentingannya tersebut maka
harus memerlukan bantuan orang lain; untuk memenuhi segala kebetuhan
hidupnya manusia harus berusaha, baik melalui aktifitas orang lain itulah yang
disebut pelayanan.Menurut Moenir (2001:27) bahwa yang dimaksud dengan
pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain secara
langsung yang pada hakekatnya merupakan serangkaian kegiatan. Karena itu,
pelayanan merupakan proses dan sebagai proses pelayanan berlangsung secara
rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan masyarakat
Sejalan dengan pernyataan di atas, Moenir (1992;16) menyatakan bahwa yang
dimaksud dengan pelayanan ialah pelayanan yang diberikan kepada orang lain
untuk memenuhi kebutuhannya itu harus bersifat langsung dengan kata lain,
pelayanan itu langsung dapat dinikmati atau digunakan oleh pemakai atau
penerimannya dalam rangka tercapainya tujuan organisasi. Pada konteks ini
pelayanan masyarakat ditafsirkan sebagai tanggung jawab pemerintah atas
kegiatan ditujukan untuk kepentingan masyarakat atau publik.Dengan demikian
kegiatantersebut adanya unsur-unsur perhatian dan kesedian serta kesiapan dari
aparat pelaksananya.Untuk itu, tentunya memerlukan keterampilan atau keahlian
dan semangat kerja yang tinggi sehingga pelayanan yang diberikan dapat
memberikan kepuasan para pelangggan.

Definisi pelayanan menurut Gie (1998:105) adalah suatu kegiatan dari suatu
organisasi yang dilakukan untuk mengamalkan dan mengabdikan diri kepada
masyarakat pelanggan.

Menurut Kotler dalam Lukman (2000:8) pelayanan adalah setiap kegiatan

yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan
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kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara
fisik.Selanjutnya Lukman(2000:8) berpendapat bahwa pelayanan adalah suatu
kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar
seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan
pelanggan. Kehidupan bermasyarakat sangat berkaitan dengan bagaimana Kita
mendapatkan kebutuhan hidup dengan tingkat kepuasan yang tinggi. Untuk
mendapat kepuasan tersebut, salah satunya adalah bagaimana seseorang dapat
memberikan pelayanan yang diharapkan semua orang, baik itu secara langsung
maupun tidak langsung. Pelayanan yang diberikan terkadang bisa berbentuk jasa
maupun non jasa.

Pelayanan merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan orang lain. Pelayanan kepada masyarakat ditafsirkan sebagai tanggung
jawab pemerintah atas kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan publik atau
masyarakat. Kegiatan pelayanan memuat adanya unsur perhatian dan kesiapan
dari aparatur pelaksana yang mau tak mau bukan saja memerlukan keterampilan
dan kecakapan dalam bekerja, tetapi juga kualitas dari semangat kerja yang tinggi,
sehingga pelayanan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat umum.

Selanjutnya  Lukman(2000:8), memberikan  pengertian  pelayanan
masyarakat sebagai pengabdian serta pelayanan diberikan dengan teguh syarat-
syarat efisiensi, efektifitas, ekonomis, serta manajemen yang baik dalam
pelayanan masyarakat dengan baik dan memuaskan.

Definisi pelayanan menurut Soemartono (2007 : 91), adalah suatu kegiatan
dari suatu organisasi yang dilakukan untuk mengamalkan dan mengabdikan diri

kepada masyarakat/ pelanggan. Dalam konteks ini pelayanan yang dimaksud
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adalah pelayanan masyarakat (public service) merupakan bantuan atau
pertolongan yang diberikan kepada masyarakat baik secara material maupun non
material.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah suatu
kegiatan dari suatu organisasi yang dilakukan untuk mengamalkan dan
mengabdikan diri kepada masyarakat pelanggan atau yang diberikan kepada orang
lain untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat langsung dandapat dinikmati

atau digunakan oleh penerimannya dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.

2.8 Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Sinambela (2006:5) Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian
layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai
kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang
telah ditetapkan.

Pelayanan publik (public service) adalah suatu pelayanan atau pemberian
terhadap masyarakat yang berupa pengguna fasilitas-fasilitas umum, baik jasa
maupun non jasa, yang dilakukan oleh organisasi publik dalam hal ini adalah
suatu pemerintahan. Dalam pemerintahan, pihak yang memberikan pelayanan
adalah aparatur pemerintahan beserta segenap kelengkapan kelembagaannya.

Pemerintah sebagai abdi masyarakat atau negara memiliki fungsi utama
untuk mengadakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik
dan memuaskan. Sifat yang menonjol dari administrasi adalah bersifat pelayanan

yang bertujuan membantu pekerjaan organisasi secara keseluruhan.
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Menurut Moenir (2001:12) Pelayanan Publik adalah setiap kegiatan yang
dilakukan oleh pihak lain yang ditujukan guna memenuhi kepentingan orang
banyak disebut pelayanan publik. Selanjutnya Moenir (2001:34) berpendapat
bahwa pelayanan publik merupakan usaha yang dilakukan kelompok atau
seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada
masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.Yang menyatakan bahwa
untuk para pegawai dalam bersikap serta perilaku hendaknya berpedoman pada;
1) Dasar hukum yang jelas; 2) Hak dan kewajiban warga negara yang dilayani
dinyatakan secara terbuka; 3) Interaksi berlangsung secara rasional dan objektif.

Selanjutnya Moenir (1999 : 26) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan
pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok
orang dengan landasan faktor materiil unit sistem, prosedur dan metode tertentu
dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

Sinambela (2006:7) berpendapatada lima indikator pelayanan publik
yaitu;reliability yang di tandai pemberian pelayanan yang tepat dan benar;
tangibles yang di tandai dengan penyediaan yang memadai sumber daya
lainnya;responsiveness yang di tandai dengan keingginan melayani konsumen
dengan cepat; assurance, yang di tandai tingkat perhatiaan terhadap etika dan
moral dalam memberikan pelayanan; dan empaty, yang di tandai tingkat kemauan
untuk mengetahui keingginan dan kebutuhan konsumen.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003, publik adalah segala kegiatan pelayanan yang
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan

kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan
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perundangan.Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan
dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.Negara didirikan oleh
publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Pada hakekatnya negara dalam hal ini pemerintah
(birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal
ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang
sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat.

Dalam kontek ini pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan masyarakat
(public service) merupakan bantuan atau pertolongan yang diberikan pemerintah
kepada masyarakat baik secara materil maupun non materil.

Menurut Syahrir (1992 :156) pelayanan yang dapat memberikan
kepuasankepada Publik/pelanggan sekurang-kurangnya mengandung 5 unsur
pokok vyaitu; 1) Terdapat pelayanan yang merata dan sama. Tidak ada
deskriminasi dalam pelayanan yang diberikan oleh aparat terhadap semua
masyarakat. Pelayannan tidak menganak tirikan dan menganak emaskan keluarga,
pangkat, suku bangsa, sesame agama diperlakukan sama tanpa memandang status
ekonomi hal ini membutuhkan kejujuran dan tepo seliro; 2) Pelayanan yang
diberikan harus tepat waktunya, pelayanan oleh aparat dengan mengulur waktu
dengan berbagai alas an merupakan tindakan yang dapat mengecewakan dan
menjengkelkan penumpang sehingga pelayanan yang diberikan dapat memberikan
kepuasaan para pelanggan; 3) Pelayanan harus merupakan pelayanan yang
berkesinambungan. Dalam hal ini berarti kereta api harus selalu siap untuk

memberikan pelayanan kepada yang membutuhkan pelayanan; 4) Pelayanan yang
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diberikan memenui jumlah barang dan jasa; 5) Pelayanan merupakan pelayanan
yang selalu meningkatkan kualitas dan penampilannya.

Menurut Moenir (1992 : 196 ) agar pelayanan dapat memuaskan kepada
orang lain atau sekelompok orang yang dilayani, maka dalam hal ini pegawai
harus dapat memenuhi persyaratan pokok yaitu, tingkah laku yang sopan, cara
pencapaian sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh
orang yang bersangkutan, waktu penyampaian yang tepat dan keramah tamahan.

Pelayanan yang diberikan oleh satu organisasi yang bergerak dibidang
pelayanan terhadap masyarakat banyak dipengaruhi oleh faktor sumber daya yang
tersedia. Pelayanan yang diharapkan tentunya pelayanan yang dapat memberikan
rasa puas bagi si penerima tersebut.

Tjiptono (2002: 58) berpendapat bahwa secara garis besar ada empat unsur
pokok dalam konsepservice excellenceyaitu unsure kecepatan, ketepatan,
keramahan, dan kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu
kesatuan pelayanan yang terintegrasi, maksudnya pelayanan atau jasa menjadi
tidak excellence bila ada yang kurang. Setiap karyawan harus memiliki
keterampilan tertentu, diantaranya berpenampilan baik, bersikap ramah,
memeperlihatkan gairah kerja dan sikap selalu siap untuk melayani, tenang dalam
bekerja, tidak tinggi hati karena merasa dibutuhkan, menguasai tugas/pekerjaan
yang berkaitan dengan bagian atau departemennya maupun bagian lainnya,
mampu berkomunikasi dengan baik, bisa memahami bahasa isyarat pelanggan,
dan memiliki kemampuan menangani keluhan-keluhan pelanggan secara
profesional. Bila hal tersebut dilakukan, maka organisasi/perusahaan yang

bersangkutan akan dapat meraih manfaat besar, terutama kepuasan loyalitas
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pelanggan semakin besar. Namun dari berbagai kegiatan pelayanan kedalam
tersebut, banyak yang berdampak pada pelayan keluar baik langsung maupun
tidak langsung. Artinya jika pelayan kedalam cukup baik, lancer dan tertib, maka
dapat diharapkan bahwa pelayanan keluar akan tertib, lancer dan baik.

Menurut Moenir (1992 : 41) bahwa masyarakat sebagai pihak yang ingin
memperoleh pelayanan yang baik, maka perlu perwujudan pelayanan yang
didambakan ialah;1) Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan
pelayanan yang cepat tanpa adanya hambatan-hambatan yang dibuat; 2)
Memeperoleh pelayanan secara wajar yang merupakan hak yang berkepentingan;
3) Mendapatkan perlakuan yang sama pelayanan terhadap kepentingan yang sama
tertib,d an tidak pandang bulu; 3) Pelayanan yang jujur dan terus terang; 4)
Pelayanan yang jujur dan terus terang terutama dalam menghadapi masalah-
masalah yang telah atau akan dihadapi.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan pelayanan sebagai
mana dikemukakan Moenir (1992 : 123-127) adalah; 1) Faktor kesadaran,yaitu
kesadaran para pejabat serta petugas yang berkecimpungan dalam kegiatan
pelayanan. Kesadaran pegawai pada segala tingkatan terhadap tugas yangm enjadi
tanggung jawabnya, membawa dampak sangat positif terhadap organisasi.ini akan
menjadi sumber kesungguhan dan disiplin dalam melaksanakan tugas, sehingga
hasilnya dapat diharapkan memenuhi standar yang telah ditetapkan; 2) Faktor
aturan, yaitu aturan dalam organisasi yang menjadi landasan kerja pelayanan.
Aturan mutlak kebenarannya agar organisasi dan pekerjaan dapat berjalan teratur
dan terarah.Oleh karena itu aturan ini harus dipahami oleh organisai yang

berkepentingan; 3) Faktor Organisasi, Yyaitu merupakan alat serta yang
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memungkinkan berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan dalam usaha
pencapaian tujuan. Faktor organisasi yaitu pendapatan pegawai yang berfungsi
sebagai pendukung pelaksanaan pelayanan. Pendapatan yang cukup akan
memotivasi pegawai dalam melaksanaan pekerjaan yang baik; 4) Faktor
keterampilan petugas, yaitu kemampua dan keterampilan petugas dalam
melaksanakan pekerjaan. Dalam manajerial, ada tiga keterampilan yang harus
dimiliki yaitu kemampuan manajerial, kemampuan teknis, dan kemampuan
membuat konsep; 5) Faktor sarana, yaitu sasaran yang diperlukan dalam
pelaksanaan tugas atau pekerjaan pelayanan. Sarana ini meliputi peralatan,
perlengkapan, alat bantu dan fasilitas lain yang melengkapi fasilitas komunikasi
dan segala kemudahan lainnya.

Selanjutnya Ratminto dan Atik (2005 : 24), mengatakan bahwa faktor-faktor
yang mempengaruhi pelayanan adalah; 1) Faktor prosedur pelayanan, yaitu faktor
pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerimaan pelayanan termasuk
pengaduan; 2) Faktor waktu penyelesaian, yaitu faktor waktu penyelesaian yang
ditetapkan sejak saat pengajuanpermohonan sampai dengan pelayanan termasuk
pengaduan yang teratur dan terarah; 3) Faktor biaya pelayanan, yaitu biaya/tarif
pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapakn dalam proses pemberian
pelayanan; 4) Faktor produk pelayanan, yaituhasil pelayanan yang akan diterima
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 5) Faktor sarana dan prasarana,
yaitu sarana dan prasarana pelayanan yang memadai ketemuan yang telah
ditetapkan; 5) Faktor kompetensi petugas pemberi pelayanan, yaitu faktor
kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan

pengetahuan, keahlian, keterampilan sikap dan perilaku yang dibutuhkan.
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Menurut Hessel (2005 : 223) dalam pelayanan terdapat faktor pendukung
yang mempengaruhi pelayanan, yaitu; 1) Yang bersifat internal organisasi,
meliputi a) Kewenangan direksi; b) Sikap yang bertoleransi terhadap perubahan;
c) Etika organisasi; d) Sistem insentif; e) Semangat kerjasama; dan 2) Yang
bersifat eksternal organisasi, yang meliputi, a) Budaya politik ; b) Dinamika dan
perkembangan politik ; c) Pengelolaan konflik lokal ; d) Kondisi social ekonomi
;e) Control yang dilakukan masyarakat dan organisasi.

Dari uraaian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik
adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh aparat/instansi
dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat baik yang berupa barang maupun
jasa sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam memberikan pelayanan kepada

publik.

2.9 Prinsip-prinsip Pelayanan Publik
Dalam keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 disebutkan bahwa
penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut :

1) Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan

mudah dilaksanakan.

2) Kejelasan.
Kejelasan ini menyangkut kejelasan dalam hal :

a) Persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik.



b) Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam
memberikan pelayanan dan penyelesaian persoalan dalam pelaksanaan
pelayanan.

¢) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

3) Kepastian Hukum

Pelaksanaan pelayanan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah
ditentukan.
4) Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
5) Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian
hukum.
6) Tanggung jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang
bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan
atau persoalan dalammelaksanakan pelayanan publik.
7) Kelengkapan saran dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung
lainnya yangmemadai termasuk penyediaan sarana dan prasarana teknologi
komunikasi dan informatika (telematika).

8) Kenyamanan

27

Lingkungan pelayanan harus tertib dan tersedianya sarana dan prasarana yang

memadai.
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Dari penjelasan tentang prinsip-prinsip pelayanan di atas dapat disimpulkan
bahwa tujuan dari pelayanan publik adalah memuaskan sesuai dengan keinginan
masyarakat atau pelanggan pada umumnya dengan mengerti bagaimana
memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan yang
ada. Dengan kata lain, prinsip-prinsip pelayanan digunakan sebagai acuan bagi
pegawai dalam memberikan pelayanan kepada publik. Selain itu prinsip-prinsip
pelayanan dapat memudahkan masyarakat dalam menilai Kinerja para aparat
pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada mereka.
2.10 Pengertian lzin Usaha
Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-
KP/2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan dijelaskan bahwa usaha
pengangkutan ikan hasil pembudidayaan adalah kegiatan yang secara khusus
mengangkut ikan hidup hasil pembudidayaan di laut dengan menggunakan kapal
untuk memuat, mengangkut, menyimpan, dan/atau menangani hasil panen sarana
produksi pembudidayaan ikan. Sedangkan lIzin lokasi adalah izin tertulis yang
harus dimiliki setiap orang untuk memanfaatkan tanah atau ruang dari sebagian
perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai
denganpermukaandasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk
memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil untuk usaha pembudidayaan ikan.
Adapun Surat 1zin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin
tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha perikanan dengan
menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
2.11 Pengertian Pembudidayaan Ikan

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 49/PERMEN-
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KP/2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan dijelaskan bahwa Pembudidayaan
ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan
serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan
yang ~menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,
mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya, sedangkan
Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan
pembudidayaan ikan; dan Pembudidaya ikan-kecil adalah orang yang mata
pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan
hidup sehari-hari.

Selain itu hal ini adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan tidak dibatasi secara
tegas dan pada umumnya mencangkup ikan dan berbagai penghuni perairan
lainnya dan lingkungan sekitar. Menurut Undang-UndangNomor 45 Tahun 2009
tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan. Kegiatan yang termasuk dalam budidaya ikan dimulai dari
pembenihan, pembesaran, usaha penanganan, dan pengelolaan hasil perikanan
yang dilakukan secara bersama-sama oleh individu/kelompok. Dengan demikian,
perikanan dapat dianggap usaha agribisnis. Umumnya, dimaksudkan untuk
kepentingan penyediaan pangan bagi manusia. Selain itu tujuan lain dari usaha
perikanan meliputi olahraga, rekreasi (Pemancingan Ikan misalnya), dan mungkin
juga untuk membuat perhiasan (Ikan hias) atau mengambil minyak ikan. Dengan
tujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha
(Komersial/bisnis).

2.12 Kebijakan dalam Izin Usaha Pembudidayaan Ikan


https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b22031a01f26/nprt/1060/undangundang-nomor-45-tahun-2009
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b22031a01f26/nprt/1060/undangundang-nomor-45-tahun-2009
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b22031a01f26/nprt/1060/undangundang-nomor-45-tahun-2009
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b22031a01f26/nprt/1060/undangundang-nomor-45-tahun-2009
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b22031a01f26/nprt/1060/undangundang-nomor-45-tahun-2009
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b22031a01f26/nprt/1060/undangundang-nomor-45-tahun-2009
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b22031a01f26/nprt/1060/undangundang-nomor-45-tahun-2009
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b22031a01f26/nprt/1060/undangundang-nomor-45-tahun-2009
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b22031a01f26/nprt/1060/undangundang-nomor-45-tahun-2009
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b22031a01f26/nprt/1060/undangundang-nomor-45-tahun-2009
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Berdsasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
49/KEPMEN-KP/2014 bahwa jenis usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan
meliputi, 1) usaha pembenihan ikan; 2) usaha pembesaran ikan; 3) usaha
pengangkutan ikan hasil pembudidayaan; 4) usaha pembenihan ikan dan
pembesaranikan; 5) usaha pembenihan ikan dan pengangkutan ikan hasil
pembudidayaan; 6) usaha pembesaran ikan dan pengangkutan ikan hasil
pembudidayaan; dan 7) usaha pembenihan ikan, pembesaran ikan, dan
pengangkutan ikan hasil pembudidayaan.

Kebijakan tentang perizinan usaha tersebut adalah; 1) bahwa setiap orang
yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan
Negara Republik Indonesia wajib memiliki izin usaha perikanan di bidang
pembudidayaan; 2) lIzin usaha perikanan di bidang pembudidayaan tersbut
meliputi, izin usaha perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP yang
terdiriatas: a) SIUP Pembenihan; b) SIUP Pembesaran; dan c¢) SIUP Pembenihan
dan Pembesaran. Kewajiban memiliki SIUP pembudidayaann ikan dikecualikan
bagi pembudidaya ikan-kecil; dan bagi pembudidaya ikan-kecil diganti dengan
Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI).

Kriteria dalam pembudidaya ikan kecil aalah melakukan pembudi-dayaan
ikan dengan menggunakan teknologi sederhana; dan melakukan pembudidayaan
ikan dengan luaslahan; usaha pembudidayaan ikan di air tawar:dan pembenihan,
tidak lebih dari 0,75 ha; atau pembesaran, tidak lebih dari 2ha, sedangkan usaha
pembudidayaan ikan di air payau: meliputi pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha;

atau pembesaran, tidak lebih dari 5 ha., dan usaha pembudidayaan ikan di air laut:
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melipuiti pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau pembesaran, tidak lebih dari
2ha.

Kewenangan Penerbitan Izin Usaha Perikanan bagi Kabupaten adalah
menerbitkan SIUP, untuk usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang tidak
menggunakan modal asing dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan
teknologi super intensif, dengan lokasi pembenihan dan/atau pembesaran ikan di
wilayah administrasinya, dengan lokasi pembenihan dan/atau pembesaran ikan
diwilayah laut paling jauh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi

diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan.



BAB I
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah
metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan
masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar
dengan objek penelitian pada saat sekrang berdasarkan fakta — fakta.

Menurut Sugiyono ( 2010 : 11 ) penelitian kualitatif adalah penelitian yang
dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (
independen ) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel
satu dengan variabel lain.

Menurut Moelong ( 2006 : 11 ) pada penelitian deskriptif, data yang
dikumpulkan adalah berupa kata-kata gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu
disebabkan oleh adanya metode kualitatif . Selain itu, semua yang dikumpulkan
berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Penelitian
kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang
apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi
tindakan dan lain-lain.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka Konsep pemikiran dalam penelitian ini adalah gambaran pola

pikir mengenai Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Usaha Pembudidayaan

Ikan, yaitu sebagai berikut :
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Gambar 3.1

KERANGKA KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PELAYANAN IZIN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

Implementasi Kebijakan Permen K & P
Nomor 49/PERMEN-KP/2014 dalam
Pelayanan Izin Usaha Pembudidayaan
Ikan;

Peraturan Menteri Kelautan . ..
dan Perik N 49/ a. Adanya tujuan dan sasaran Kebijakan
an rerikanan - Nomor —_— pelayanan usaha pembudidayaan

KEPMEN-KP/2014 Tentang ikan.

Usaha Pembudidayaan Ikan. b. Adanya struktur birokrasi dalam
implementasi kebijakan.

c. Adanya penerapan prinsip2

A Pelayanan.

d. Adanya penyampaian informasi
dalam Interaksi antar aparat
pemerinntah dengan Stakeholder.

l

Peningkatan dan
Pengembangan usaha
Feed Back (umpan balik) pembudidayaan ikan.

3.3 Defenisi Konsep

Adapun definisi konsep pemikiran yang dirumuskan dalam penelitian ini

guna mempersempit perhatian yang akan diteliti adalah :

a. Implementasi merupakan suatu proses yang dimana pelaksana kebijakan
melakukan suatu aktifiitas atau kegiatan, sehingga akan mendapatkan

suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan.
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Kebijakan merupakan tindakan — tindakan atau keputusan — keputusan
yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan dan keputusan memilki
pengaruh dan mengikat terhadap masyarkat.
Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dipilih dan
dioperasikan secara sah dan pemerintah atau negara kepada seluruh
anggota masyarakat yang memiliki tujuan tertentu demi kepentingan
publik.
Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan untuk
mencapai tujuan-tujuan yang dilaksanakan oleh badan pemerintah.
Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan dalam
melaksanakan segala kebijakan atau keputusan dengan konsekuen
sehinngga mencapai tujuan yang diharapkan.
Pelayanan merupakan suatu kegiatan dari suatu organisasi yang dilakukan
untuk mengamalkan dan mengabdikan diri kepada masyarakat pelanggan
atau yang diberikan kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya
yang bersifat langsung dandapat dinikmati atau digunakan oleh
penerimannya dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.
Izin usaha adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk
melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang
tercantum dalam izin tersebut.
Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan,
dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan

yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk
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memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah
dan/atau mengawetkannya.

i. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan
pembudidayaan ikan; dan Pembudidaya ikan-kecil adalah orang yang mata
pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel
penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi
penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam
penelitian ini adalah :
a. Adanya tujuan dan sasaran Kebijakan pelayanan usaha pembudidayaan ikan.
b. Adanya struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan.
c. Adanya penerapan prinsip-prinsip pelayanan.
d. Adanya penyampaian informasi dalam interaksi antara aparat pemerinntah

daerah dengan Stakeholder.

3.5 Informan atau Narasumber

Untuk melengkapi data — data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka

dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber.

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

a. Aparat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal
1) Nama : Irwansyah, S. Pi

Jabatan : Kabid pengelolaan Pembudidayaan Ikan
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2)

3)

4)

5)

Umur

Nama

Umur

Jabatan
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: 48 tahun

: Lukman Hakim, S.Pi

147

:Kasi  Pendidikan, Pelatihan dan  Pendampingan

Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan

Nama

Umur

Jabatan

Nama

Umur

Jabatan

Nama

Umur

Jabatan

: Helmi Syaripah Nasution, S. Pi

29

: Kasi Penyuluhan Perikanan KKP

: Miswaruddin, S.E

:35

: Kades Hutabaringin Kecamatan Panyabungan Barat
: Zamruddin

.49

: Masyarakat budidaya ikan

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

DataPrimer

Yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi

penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh ini disebut data primer.

Dalam hal ini data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan

cara Tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau narasumber.

b.

Data Sekunder
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Yakni pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti,
yang diperoleh dari buku, dokumen, dan referensi serta naskah lainnya.Data

sekunder ini digunakan sebagai pendukung analisis data.

3.7 Teknik Analisis Data

Moeloeng ( 2006 : 247 ) mengatakan bahwa Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan data kualitatif
yang menyajikan data yang dimulai dengan menelaah data yang tersedia berbagai
sumber data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah, menyusunya dalam
satuan — satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan
memeriksa keabsahan data serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan
kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpilan penelitian.
Penggunaan metode tersebut dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha
untuk menggambarkan implementasi peraturan menteri kelautan dan perikanan
tentang usaha pembudidayaan ikan di dinas kelautan dan perikanan kabupaten

mandailing natal.

Sebelum dianalisis data-data peneliti peroleh dalam penelitian terlebih
dahulu diklarifikasikan sesuai dengan jenisnya sehingga didapatkan data yang
benar-benar lengkap sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian, kemudian data
tersebut ditabulasikan sehingga akan memudahkan didalam pengolahan dan

menganalsis data hasil penelitian.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian
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Adapun waktu dan lokasi penelitian untuk penelitian ini adalah bulan
Januari 2021 s/d Maret 2021 diDinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Mandailing Natal yang berdomisili di Komplek Perkantoran Payaloting,

Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian
3.9.1 Sejarah Singkat Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing Natal

Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal berdiri
pada tanggal 9 Maret 1999 sesuai pada Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan. Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan sebuah instansi yang
melaksanakan tugas serta fungsi di sektor kelautan dan perikanan dalam rangka
mencapai tujuan dalam meningkatkan kontribusi ekonomi subsektor perikanan
nasional.

Sebagai suatu organisasi pemerintah yang melaksanakan kegiatan di bidang
kelautan dan perikanan tentunya mempunyai visi dan misi yang telah diterapkan
sejak awal berdirinya organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal
yang mana visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing
Natal tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Mandailing Natal.

3.9.2 Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing

Natal

Visi dan misi Kabupaten Mandailing Natal untuk tahun 2016-2021 yaitu
“Mandailing Natal Yang Berkedaulatan Pangan, Mandiri Ekonomi, Sehat, Cerdas,

Didukung Sarana dan Prasarana, Infrastuktur Yang Kuat Serta Masyarakat
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Religius dan Berbudaya” merupakan perwujudan dari Visi dan Misi masa

pemerintahan pasangan Drs. H. Dahlan Nasution dan H. Muhammad Ja’far

Sukhairi Nasution yang terpilin menjadi Bupati Mandailing Natal Periode 2016-

2021 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016-2021.

Adapun visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing

Natal adalah sebagai berikut:

Visi

“Terwujudnya PengelolaanSumber Daya/Kelautan dan Perikanan yang

Mandiri, Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Berbudaya untuk Peningkatan

Kesejahteraan Masyarakat”

Penjelasan makna atas pernyataan Visi dimaksud adalah;

1. Terwujudnyaadalah terciptanya atau terbentuknya.

2. Pengelolaan bahwa usaha kegiatan perikanan yang dikelola oleh masyarakat
tetap mengacu pada kelestarian lingkungan.

3. Sumber daya Kelautan dan Perikanan adalah semua sumberdaya kelautan
dan perikanan yang dikelola untuk meningktakan kesejahteraan rakyat
dengan tetap berpedoman kepada hokum yang berlaku.

4. Yang mandiri adalah bahwa usaha perikanan baik usaha pra panen maupun
pasca panen yang dimiliki oleh masyarakat tersebut memihak kepada rakyat

dan tidak diombang-ambingkan oleh krisis moneter.
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5. Berdaya saing adalah bahwa hasil usaha perikanan tersebut dapat diterima di
masyarakat baik dalam Kabupaten maupun luar Kabupaten serta memiliki
daya saing dengan produk dari luar daerah.

6. Berkelanjutan artinya bahwa usaha tersebut bukan hanya usaha musiman
akan tetapi merupakan usaha yang berkesinambungan untuk meningkatkan
ekonomi rakyat.

7. Peningkatan kesejahteraan rakyat artinya usaha tersebut dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Sehingga Visi tersebut mengandung arti bahwa Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Mandailing Natal akan menciptakan usaha bidang kelautan
dan perikanan dengan menggali pontensi sumberdaya yang ada dan tetap
memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga tercipta usaha yang mandiri,
berkelanjutan, berdaya saing dan berbudaya serta berpihakn kepada rakyat untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi

Untuk memenuhi visi tersebut diatas Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut :

1. Menciptakan lapangan pekerjaan dengan mengoptimalkan sumberdaya
manusia, sumberdaya alam dan kelembagaan kelautan dan perikanan melalui
program yang berkomprehensif, sinergi dan terintegrasi.

2. Meningkatkan produksi, produktifitas dan kualitas usaha perikanan dan
pengolahannya dengan memaksimalkan sumberdaya lokal dan pemanfaatan

teknologi tepat guna.
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Meningktakan akses pemodalan dan skala usaha serta iklim yang kondusif
bagi pengembangan usaha kelautan dan perikanan.
Meningkatkan usaha pengolahan hasil serta pemasaran produk perikanan.
Meningkatkan kesejahteraan aparatur, masyarakat pesisir, nelayan
pembudidaya, pengolah, pemasar dan pemberdayaan masyarakat pulau-pulau

kecil.

3.9.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan FungsiDinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal merupakan

unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandaiing Natal mempunyai

tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang kelautan dan

perikanan.

Dalam melaksanakann tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Dinas

Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

perumusan kebijakan teknisdi bidang kelautan dan perikanan;

pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kelautan
dan perikanan;

pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, peralatan/ perlengkapan dan organisasi dinas;

. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

3.9.4 Stuktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Mandailing Natal
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a. Kepala Dinas
Kepala dinas mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, membina,

dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah serta

tugas pembantuan di bidang Kelautan dan Perikanan. Kepala dinas
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1) Merumuskan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha
pembudidayaan ikan, penerbitan Surat Ijin Usaha Perikanan di bidang
pembudidayaan ikan yang usahanya dalam satu daerah kabupaten,
pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) dan
pengelolaan pembudidayaan ikan.

2) Melaksanakan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha
pembudidayaan ikan, penerbitan ljin Usaha Perikanan (SIUP) dibidang
pembudidayaan ikan yang usahanya dalam satu daerah Kabupaten,
pengelolaan dan penyelenggaraan tempat usaha perikanan (TPI) dan
pengelolaan pembudidayaan ikan.

3) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha
kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP dibidang pembudidayaan ikan
yang usahanya berada dalam satu daerah Kabupaten, pengelolaan dan
penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) dan pengelolaan
pembudidayaan ikan.

4) Melaksanakan Administrasi Dinas.
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Melaksanakan fungsi lain yang terkait bidang perikanan yang
diberikanBupati termasuk pelestarian sumber daya perikanan berbasis
kearifan local.
Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Administrasi Umum,

Perlengkapan, Perencanaan, Evaluasi, UrusanKeuangan, Kepegawaian, Hubungan

masyarakat dan urusan lain yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi bidang-

bidang. Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Mengelola surat menyurat, kearsipan/dokumentasi, hukum, kehumasan dan
penyusunan peraturan perundang-undangan.

Mengkoordinir kegiatan penyusunan anggaran dinas.

Menyusun Program Kerja Sekretariat Dinas.

Menyiapkan data, informasi, hubungan masyarakat serta pelaksanaan
inventarisasi rumah tanggakantor dan pembinaan urusan umum.
Merencanakan Kebijakan dan program Sekretariat Dinas memonitoring,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaannya.

Menyelenggarakan administrasi keuangan dan kepegawaian.

Melaksanakan hubungan kerja dengan satuan kerja lain yang terkait dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
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Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretariat

dalam merencanakan,melaksanakan dan melaporkan kegiatan Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarkan

fungsisebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Menyelenggarakan ~ pengelolaan ~ administrasi ~ Kepegawaian  dan
ketatalaksanaan.

Melaksanakan/mengelola dan pemeliharaan urusan umum dan rumah tangga
yang meliputi perlengkapan urusan dalam kehumasan danprotocol, surat
menyurat, telex, faxcimile, telegram, radio telekomunikasi dan telepon serta
arsip intern.

Melaksanakan dan mengelola administrasi barang.

Menyiapkanbahan-bahan dan melaksanakan proses pengangkatan, penugasan,
mutasi, cuti, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai.
Mengajukan Daftar Urut Kepangkatan(DUK) dan daftar normatif pegawai.
Sub Bagian Perencanaan Program Dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan mempunyai tugas

membantu Sekretariat dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan

kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan. Sub Bagian

Perencanaan Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1)

2)

Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program danPelaporan.

Mendata urusan Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan.
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3) Melaporkan kebijakan program urusan Sub Bagian Perencanaan Program dan
Pelaporan.

4) Menyusun rencana kegiatan di seksi-seksi unit pada Dinas.

5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi-seksi unitDinas.

6) Mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA).

7) Mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (1KU).

8) Mengkoordinir Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) atau Rencana Kerja
Perubahan (RENJA PERUBAHAN).

9) Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) atau Rencana
Kerja Perubahan (RKAP).

10) Menyusun laporan Akuntabilitas Kinerjalnstansi Pemerintah (LAKIP).

11) Menyusun dan membuat laporan dinas dari kegiatan yang telah dilaksanakan
pada Dinas.

12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

e. Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1)  Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan.

2)  Menyampaikan bahan penyusun alokasi anggaran dan anggaran belanja

tidak langsung.

3) Memantau pelaksanaan anggaran belanja tidak langsung.
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7)

8)
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Melaksanakan pembayaran gaji pegawai.
Menyusun/mencatat realisasi anggaran rutin, rencana, pembagian dan
penerimaan negara bukan pajak.
Menghimpun daftar transaksi, dokumentasi, Surat Perintah Membayar
(SPM) dan informasi keuangan yang berisi bukti jurnal, buku besar, buku
pembantu dan melaksanakan pemeriksaan atas kelengkapannya.
Memverifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang akan disampaikan
keatasan.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil

Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai tugas melaksanakan tugas

dibidang Pemberdayaan Nelayan Kecil. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil

mempunyai fungsi sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Menyiapkan perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil.
Menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta
pendampingan nelayan kecil.

Menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitas kemitraan usaha akses ilmu
pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil.

Menyiapkan koordinasi, fasilitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan nelayan kecil.
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5)  Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

g. Seksi Pendidikan, Pelatihan Dan Pendampingan Nelayan Kecil
Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Nelayan Kecil mempunyai

tugas membantu bidang dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan

kegiatan Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Nelayan Kecil. Seksi

Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Nelayan Kecil menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut:

1) Mengumpulkan data bahan pendidikan, pelatihan dan pendampingan
nelayan kecil.

2) Mengidentifikasi data bahan pendidikan, pelatihan dan pendampingan
nelayan kecil.

3) Menganalis data bahan pendidikan, pelatihan dan pendampingan nelayan
kecil.

4) Menyiapkan bahan perumusan pendidikan, pelatihan dan pendampingan
nelayan kecil sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

5) Melaksanakan kebijakan tentang pendidikan, pelatihan dan pendampingan
nelayan kecil.

6) Mengevaluasi serta melaporkan hasil kegiatan pendidikan, pelatihan dan
pendampingan nelayan kecil berdasarkan peraturan dan ketentuan yang
berlaku.

7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.
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Seksi IImu Pengetahuan, Teknologi Dan Informasi Nelayan Kecil

Seksi llmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Nelayan Kecil mempunyai

tugas membantu Bidang dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan

kegiatan Seksi Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Nelayan Kecil. Seksi

Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Nelayan Kecil menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Mengumpulkan data ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi nelayankecil;
Mengidentifikasi data bahan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi
nelayan kecil;

Menganalisis data bahan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi nelayan
kecil;

Menyiapkan bahan perumusan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi
nelayan kecil sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
Melaksanakan kebijakan tentang ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi
nelayan kecil;

Mengevaluasi dan melaporkanhasil kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi dan
informasi nelayan kecil berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya

Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil

Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil mempunyai tugas membantu

Bidang dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan Seksi
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Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil. Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan

Kecil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

Mengumpulkan data pembinaan kelembagaan nelayan kecil.

Mengidentifikasi data pembinaan kelembagaan nelayan kecil.

Menganalisis data bahan pembinaan kelembagaan nelayan kecil.

Menyiapkan bahan perumusan pembinaan kelembagaan nelayan kecil sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Melaksanakan kebijakan tentang pembinaan kelembagaan nelayan kecill.
Mengevaluasi dan melaporkan hasil pembinaan kelembagaan nelayan kecil
berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas

melaksanakan tugas di bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan.

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut:

1)

2)

Menyiapkan perumusan kebijakan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan
ikan.

Menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan

pendampingan usaha kecil pembudidayaan ikan.



3)

4)
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Menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi serta pelaporan, pelaksanaan ilmu pengetahuan, teknologi dan
informasi usaha kecil pembudidayaan ikan
Menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan usaha kecil
pembudidayaan ikan.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
Seksi Pendidikan, Pelatihan Dan Pendampingan Usaha Kecil Pembudidayaan
Ikan

Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Usaha Kecil Pembudidayaan

Ikan mempunyai tugas membantu Bidang dalam merencanakan, melaksanakan

dan melaporkan kegiatan Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Usaha

Kecil Pembudidayaan Ikan. Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan

UsahaKecil Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1)

2)

3)

Mengumpulkan data bahan pendidikan, pelatihan dan pendampingan
pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
Mengidentifikasi data bahan pendidikan, pelatihan dan pendampingan
pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
Menganalis data bahan pendidikan, pelatihan dan pendampingan

pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
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5)

6)

7)
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Menyiapkan bahan perumusan pendidikan, pelatihan dan pendampingan
pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku;
Melaksanakan kebijakan tentang pendidikan, pelatihan dan pendampingan
pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
Mengevaluasi serta melaporkan hasil kegiatan pendidikan, pelatihan dan
pendampingan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan berdasarkan
peraturan dan ketentuan yang berlaku;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya
Bidang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan DanPerizinan

Bidang  Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Perizinan

mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang Pengelolaan Tempat Pelelangan

Ikan (TPI) dan Perizinan. Bidang Pengelolaan Tempat Pelelangan lkan dan

Perizinan menyelengarakan fungsi sebagai berikut:

1)

2)

3)

Menyiapkan perumusan kebijakan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
dan Perizinan.

Menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP)
bidang pembudidayaan ikan.

Menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan Tanda Pencatatan
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UsahaPembudidayaan lkan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal
Pengangkutlkan Hidup (TPKPIH).

4) Menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan
Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

m. Seksi Penerbitan Izin Usaha Perikanan Pembudidayaanlkan
Seksi Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) Pembudidayaan Ikan

mempunyai tugas membantu Bidang dalam merencanakan, melaksanakan dan

melaporkan kegiatan Seksi Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP)

Pembudidayaan Ikan. Seksi Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP)

Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1) Mengumpulkan data bahan Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP)
Pembudidayaan Ikan.

2) Mengidentifikasi data bahan Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP)
Pembudidayaan Ikan.

3) Menganalisis data bahan Penerbitan 1zin Usaha Perikanan (IUP)
Pembudidayaan Ikan.

4) Menyiapkan bahan perumusan penerbitan lzin Usaha Perikanan (IUP)
pembudidayaan ikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

5) Melaksanakan kebijakan tentang penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP)

pembudidayaan ikan.
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6) Mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan penerbitan Izin Usaha

Perikanan (IUP) pembudidayaan ikan berdasarkan peraturan dan ketentuan
yang berlaku.

7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

n. Seksi Penerbitab Tanda Pencatatan UsahaPembudidayaan Ikan Dan Kapal

Pengangkut Ikan Hidup
Seksi Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan

Kapal Pengangkut lkan Hidup (TPKPIH) mempunyai tugas membantu Bidang

dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan Seksi Penerbitan

Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda

PencatatanKapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH). Seksi Penerbitan Tanda

Pencatatan Usaha Pembudidayaan lkan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal

Pengangkutlkan Hidup (TPKPIH) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1)  Mengumpulkan data bahan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha
Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkutlkan
Hidup (TPKPIH).

2)  Mengidentifikasi data bahan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha
Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkutlkan
Hidup (TPKPIH).

3) Menganalisis data bahan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha
Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkutlkan

Hidup (TPKPIH).
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Menyiapkan bahan perumusan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha
Pembudidayaan lkan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkutlkan
Hidup (TPKPIH) sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Melaksanakan kebijakan tentang penerbitan Tanda Pencatatan Usaha
Pembudidayaan lkan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkutlkan
Hidup (TPKPIH).
Mengevaluasi dan melaporkan hasil Kkegiatan penerbitan Tanda
PencatatanUsaha Pembudidayaan lkan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan
Kapal Pengangkut lkan Hidup (TPKPIH) berdasarkan peraturan dan
ketentuan yang berlaku.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Seksi Pengelolaan Dan Penyelenggaraan TempatPelelangan Ikan

Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan lkan (TPI)

mempunyai tugas membantu Bidang dalam merencanakan, melaksanakan dan

melaporkan kegiatan Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan

Ikan (TPI). Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1)

2)

Mengumpulkan data  bahanpengelolaan dan penyelenggaraan
TempatPelelangan Ikan (TPI).
Mengidentifikasi data bahan pengelolaan dan penyelenggaraan

TempatPelelangan Ikan (TPI).
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Menganalisis  data  bahan  pengelolaan  dan  penyelenggaraan
TempatPelelangan Ikan (TPI).
Menyiapkan bahan perumusan pengelolaan dan penyelenggaraanTempat
Pelelangan Ikan (TPI) sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Melaksanakan  kebijakan  tentang  penerbitan  pengelolaan  dan
penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
Mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan pengelolaan dan
penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berdasarkan peraturan dan
ketentuan yang berlaku.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya

Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas melaksanakan

tugas di bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. Bidang Pengelolaan

Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Menyiapkan perumusan kebijakan pengelolaan pembudidayaan ikan.
Menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan kawasan pembudidayaan
ikan.

Menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pakan, kesehatan ikan dan lingkungan.
Menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perbenihan ikan.
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Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
Seksi Pengelolaan Kawasan Pembudidayaan Ikan

Seksi Pengelolaan Kawasan Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas

membantu bidang dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan

Seksi Pengelolaan dan Kawasan Pembudidayaan Ikan. Seksi Pengelolaan dan

Kawasan Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

Mengumpulkan data bahan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan.
Mengidentifikasi data bahan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan.
Menganalisis data bahan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan.
Menyiapkan bahan perumusan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Melaksanakan kebijakan tentang pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan.
Mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan pengelolaan kawasan
pembudidayaan ikan berdasarkan peraturan dan ketentuan yangberlaku.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya

Seksi Pakan,Kesehatan Ikan Dan Lingkungan

Seksi Pakan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas membantu

bidang dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan SeksiPakan,

Kesehatan Ikan dan Lingkungan. Seksi Pakan, Kesehatan lkan dan Lingkungan

menyelenggarakan tugas sebagai berikut:

1)

Mengumpulkan data bahan pakan, kesehatan ikan dan lingkungan.
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Mengidentifikasi data pakan, kesehatan ikan dan lingkungan.
Menganalisis data bahan pakan, kesehatan ikan dan lingkungan.
Menyiapkan bahan perumusan pakan, kesehatan ikan dan lingkungan sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Melaksanakan kebijakan tentang pakan, kesehatan ikan dan lingkungan.
Mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan pakan, kesehatan ikan dan
lingkungan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Seksi Pembenihan Ikan

Seksi Perbenihan lkan mempunyai tugas membantu Bidang dalam

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan Seksi Perbenihan Ikan.

Seksi pembenihan ikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

Mengumpulkan data bahan perbenihan ikan.

Mengidentifikasi data perbenihan ikan.

Menganalisis data bahan perbenihan ikan.

Menyiapkan bahan perumusan perbenihan ikan sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku.

Melaksanakan kebijakan tentang perbenihan ikan.

Mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan perbenihan ikan berdasarkan
peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.
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Unit Pelaksana Teknis Dinas

a.

Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan

Unit Pelaksana Teknis Balai Benih lkan (UPT BBI) mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengembangan dan penerapan

teknologi pembenihan serta pembinaan terhadap Balai Benih Ikan (BBI). Unit

Pelaksana Teknis Balai Benih lkan (UPT BBI) menyelenggarakan fungsi

sebagaiberikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Mengidentifikasi dan merumuskan program pengembangan teknik budidaya
ikan air tawar.

Melaksanakan bimbingan dan penerapan standar pembenihan ikan air tawar
serta produksi benih ikan air tawar dan induk.

Mengawasi pembudidayaan serta pengendalian hama penyakit pembenihan
ikan air tawar.

Menyiapkan bahan pendukung untuk pengkoordinasian dengan balai riset
dan balai pengembangan teknologi pembenihan ikan air tawar lainnya, guna
memperoleh teknologi baru.

Mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan balai benih ikan berdasarkan
peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum,
kepegawaian, keuangan, penataan arsip, dokumentasi, organisasi dan
ketatalaksanaan.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.
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Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, UPT

BBI dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai
tugas melakukan koordinasi penyusunan program Kerja, pengelolaan administrasi
umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat,
dokumentasi, penataan arsip, organisasi, ketatalaksanaan dan pelayanan
administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas
Balai Benih lkan. Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut:

1) Mengelola dan membina administrasi umum, kepegawaian, keuangan,
perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, penataan arsip, organisasi dan
ketatalaksanaan;

2) Mengkoordinasi penyusunan program kerja/kegiatan;

3) Menyiapkan data, informasi dan pelaporan; dan

4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

b.  Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan

Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan lkan (UPT TPI) mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Tempat Pelelangan lkan
(TPI) serta pembinaan terhadap Tempat Pelelangan lkan (TPI). Unit pelaksana
teknis tempat pelelangan ikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1) Mengidentifikasi dan merumuskan program pengembangan tempat
pelelangan ikan.

2) Melaksanakan koordinasi atas pelaksanaan pelayanan pelelangan ikan,
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3) Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat
nelayan termasuk pedagang ikan,

4) Melaksanakan pencatatan data produksi perikanan dan sumber daya lainnya,

5) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan
pelelangan ikan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku,

6) Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum,
kepegawaian, keuangan, penataan arsip, dokumentasi, organisasi dan
ketatalaksanaan, dan

7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), UPT TPI dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha. Sub Bagian Tata
Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program Kerja,
pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian,
hubungan masyarakat, dokumentasi, penataan arsip, organisasi, ketatalaksanaan
dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Unit
Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan (UPT TPI). Sub Bagian Tata Usaha

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1) Mengelola dan membina administrasi umum, kepegawaian, keuangan,
perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, penataan arsip, organisasi dan
ketatalaksanaan,

2) Mengkoordinasi penyusunan program kerja/ kegiatan,

3) Menyiapkan data, informasi dan pelaporan, dan
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Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas sesuai dengan keahlian, dan

Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.
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3.9.5 Keadaan Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Mandailing Natal

Keadaan pegawai dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Mandailing Natal terdiri atas pegawai negeri sipil yang seluruhnya berjumlah 30

orang.

Keadaan pegawai negeri sipil dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Mandailing Natal,berdasarkanrincian Nama / NIP,Jabatan, Pangkat

(Golongan/Ruang), sebagai berikut pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Daftar Nama Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Mandailing Natal

NO NAMA GOL JABATAN
1 BAKHREIN LUBIS IV/Ic  Kepala Dinas
2 LATIPAHANNUM IV/a  Sekretaris

DALIMUNTHE, SP

3 Dra. KARLINA IV/a  Kasubbag Umum dan Kepegawaian

4 FEBRIDAWATI TANJUNG, S. Ill/c  Kasuubang Perencanaan Program dan

Pi Pelaporan
5 EVA JULIANTI LUBIS, SE Ill/c  Kasubbag Keuangan
6 TOGUAN HARDI HARAHAP I1l/a  Kasubbag TU UPTD BBI
7 MUHAMMAD IKBAL IV/c  Analisis Program Pembangunan

HARAHAP, S.Psi
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

AHMAD ROSYADI

DINA ARIANI, S.Sos

GONOP LUBIS

YUSMANIDAR
SYARIFUDDIN
HENI MARITO HARAHAP, SE

EFENDI,A.Pi

SABUNGAN,SP

IMRON EFENDI,S.Pt

ETI YENRI

SYAFRUDDIN, S. Pi

LUKMAN HAKIM,S.Pi

GOIMAWAN, S.Pi,M.Si

ANNA DELINA, S.Sos

ERNI YUSNITA, S.Pi
RISMAN LUBIS

IMRAN YANI, SP

SITI AMINAH, SE

IV/a

I/a

I/a

Il/c

Il/c

I/c

n/d

n/d

n/d

/b

IV/a

n/d

IV/a

I/c

I/c

I/d

IV/a

I/c

Analisis Jabatan

Pengelola Data Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara

Pengelola Pemanfaatan Barang Milik
Daerah

Pengadministrasi Keuangan
Pengadminstrasi Kepegawaian
Kabid Pemberdayaan Nelayan Kecil

Kasi Pembinaan
Nelayan Kecil

Kelembagaan

Kasi  Pendidikan, Pelatihan dan
Pendampingan Nelayan Kecil

Kasi IPTEK, dan Informasi Nelayan
Kecil

Pemeriksa Barang

Kabid Pemberdayaan Usaha Kecil
Pembudidayaan Ikan

Kasi  Pendidikan, Pelatihan dan
Pendampingan Pemberdayaan Usaha
Kecil Pembudidayaan Ikan

Kasi IPTEK Dan Informasi Usaha
Kecil Pembudidayaan Ikan

Kasi Pembinaan Kelembagaan Usaha
Kecil Pembudidayaan Ikan

Penyusun Rencana Kelembagaan
Usaha Kecil Pembudidaya Ikan

Pengadminstrasi Perizinan

Kabid Bidang Pengelolaan Tempat
Pelelangan Ikan (TPI) dan Perizinan

Kasi Penerbitan Izin Usaha Perikanan
Pembudidayaan Ikan
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26

27

28

29

30

NURHAIDAH HARAHAP, S.Pi

RICKY AMANTA, S.Pi

IRWANSYAH, S.Pi

Drh. ASRUL ANWAR LUBIS

BUDI, A.Md

n/d

I/a

IV/a

IV/a

I/c

Kasi Penerbitan Tanda Pencatatan
Usaha Pembudidayaan lkan (TPUPI)
dan  Tanda  Pencatatan  Kapal
Pengangkutan Ikan Hidup

Analisis Budidaya Perikanan

Kabid Pengelolaan Pembudidayaan
Ikan

Kasi Pakan, Kesehatan, lkan dan
Lingkungan

Kasi Pengelolaan Kawasan
Pembudidayaan Ikan

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal 2021



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil
penelitian dilapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data
yang diperoleh dengan carawawancara/tanya jawab dengan narasumber yang
berwenang untuk menjawab pernyataan dan kemudian dapat dirumuskan.

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah;3 (tiga) orang aparat
/ pegawai negeri sipildariDinas Kelautan dan Perikanan Mandailing Natal,1
(satu) orang Kepala Desa, dan 1 (satu) orang dari masyarakat yaitu pemilik

usahaperikanan.
4.1.1 Deskripsi Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini disusun berdasarkan jabatan struktural,
pendidikan formal dan non formal, usia/umur, dan jenis kelamin yaitu

sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

67
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Tabel 4.1

Narasumber Berdasarkan Jabatan Struktural

No. Nama Jabatan Jumlah

1. Irwansyah, S. Pi Kabid Pengelolaan 1
Pembudidayaan lkan
2. Lukman Hakim, S. Pi Kasi Pendidikan, Pelatihan dan 1

Pendamping Pemberdayaan

Usaha

3. Helmi Syaripah Nasution, S. Penyuluhan Perikanan KPP 1
Pi
4. Miswaruddin, S.E Kades 1
5. Zamruddin Masyarakat Budidaya Ikan 1
Jumlah 5
Sumber : Hasil Penelitian 2021
Tabel 4.2

Narasumber Berdasarkan Pendidikan Formal dan Non Formal (Diklat)

No. Nama Pendidikan Pendidikan Jumlah
Formal Non Formal

1. Irwansyah, S. Pi S1 Diklat Pim 111 1

2. Lukman Hakim, S. Pi S1 Diklat Pim IV 1

3. Helmi Syaripah S1 - 1

Nasution, S. Pi
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4.  Miswaruddin, S.E S1 - 1
5.  Zamruddin SMA - 1
Jumlah 5

Sumber : Hasil Penelitian 2021

Tabel 4.3

Narasumber Berdasarkan Usia/Umur dan Jenis Kelamin

No. Nama Usia/lUmur Jenis Jumlah
Kelamin
1. Irwansyah, S. Pi 48 Tahun Laki-Laki 1
2. Lukman Hakim, S. Pi 47 Tahun Laki-Laki 1
3. Helmi Syaripah 29 Tahun Perempuan 1
Nasution, S. Pi

4. Miswaruddin, S.E 35 Tahun Laki-Laki 1
5. Zamruddin 49 Tahun Laki-Laki 1
Jumlah 5

Sumber : Hasil Penelitian 2021
4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Mandailing Natal yang berlokasi di kotaPanyabungan.

Peneliti melakukan wawancara, dan studi dokumentasi untuk mengetahui

prosedur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan
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dan Perikanan dalam melakukan program pembudidayaan ikan dan kegiatan
pembenihan serta pemberian makan ikan yang di budidaya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama para
narasumber/responden di lapangan, maka dapat dihimpun satu persatu tentang
jawaban narasumber/responden sehingga diperoleh rekapitulasi data sebagai

berikut :

1.  Adanya usaha pencapaian tujuan kebijakan dan penyusun sasaran
kebijakandalam memberikan pelayanan izin usaha pembudidayaan
ikan
Berdasarkan wawancara dengan bapak Irwansyah, S. Pi, sebagai Kepala

Bidang Pengelolaan Pembudidayaan lkan pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021

dalam hubungan dengan pertanyaan bagaimana pelaksanaan pencapaian tujuan

kebijakan pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan di Dinas Kelautan dan

Perikanan Mandailing Natal sehingga tujuan kebijakan dapat dicapai beliau

menjelaskan bahwa pada dasarnya pegawai sudah mengetahui tujuan dan sasaran

dari pelaksanaan pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan di Dinas Kelautan dan

Perikanan Mandailing Natal dan Sasaran yang dapat ditetapkan dalam mencapai

tujuan kebijakan pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan di Dinas Kelautan dan

Perikanan Mandailing Natal, karena pimpinan di Dinas Kelautan dan

Perikanansering mengadakan pengarahan kepada bawahannya tentang tujuan dan

sasaran pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan di Dinas Kelautan dan

Perikanan Mandailing Natal.
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Berdasarkan wawancara dengan bapak Irwansyah, S. Pi, sebagai Kepala
Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikanpada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021
dalam hubungan dengan pertanyaan bagaimana upaya untuk mencapai sasaran
yang telah dirumuskan dalam kebijakan pelayanan izin usaha pembudidayaan
ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan, beliau mengatakan bahwatidak ada upaya,

karena semua sudah di tanggung jawab oleh dinas perizinan

Berdasarkan wawancara dengan bapak Irwansyah, S. Pi, sebagai Kepala
Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikanpada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021
dalam hubungan dengan pertanyaan bagaimana mensosialisasikan kebijakan
pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan kepada masyarakat dan pemilik usaha
pembudidayaan ikan agar tujuan kebijakan dapat tercapai, beliau mengatakan
bahwa , pertama-tama kami dari Dinas sudah dapat nama kelompok yang sudah
terbentuk dan di setujui oleh kepala desa masing-masing desa sehingga mereka
dapat mengajukan proposal dan kedua kami memprosesnya kembali apa betul

mereka melakukan budidaya tersebut, jika iya maka proposal mereka kami proses.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Helmi Syaripah Nasution, S. Pi sebagai
Kepala seksi Penyuluhan Perikanan KKP pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021
dalam hubungan dengan pertanyaan bagaimana cara mengkomunikasikan kepada
masyarakat tentang pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan agar masyarakat
memahami tata cara mengurus izin usaha pembudidayaan ikan, beliau
mengatakan bahwa: cara mengkomunikasikan kepada masyarakat tentang
pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan agar masyarakat memahami tatacara

mengurus izin usaha pembudidayaan ikan adalah dengan caramemberi
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penyuluhan atau mensosialisasikannya dengan dua sistem; Pertama kegiatan di
lapangan seperti kantor mengadakan seminar sosialisasi dan penyuluhan, dan

kedua via telepon, via telepon ini hanya tergantung penyuluhan saja.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Irwansyah, S. Pi, sebagai Kepala
Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikanpada hari Rabu Maret 2021 tanggal 3
Maret 2021 dalam hubungan dengan pertanyaan bagaimanaagar masyarakat
pembudidaya ikan dapat mengurus izin usaha pembudidayaan ikan, beliau
mengatakan bahwa masyarakat dalam mengurus izin usaha sekarang mereka
hanya bisa langsung kepada dinas perizinan dan mereka lah yang bertanggung

jawab terhadap itu.

2. Adanya struktur birokrasi sebagai model dalam melaksanakan
(implementasi) kebijakan pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan
Berdasarkan wawancara dengan bapak Irwansyah, S. Pi, sebagai Kepala

Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021

dalam hubungan dengan pertanyaan bagaimana upaya mencapai Vvisi dan misi

Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing Natal agar kebijakan mengenai

pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan dapat terlaksana? Beliau mengatakan

bahwa terlebih dahulu sudah terbentuk suatu kelompok-kelompok, lalu ada
pegawai yang diperbantukandari pemerintah pusat (Kementerian Kelautan dan

Perikanan) sebanayak 4 orang dan merekalah yang membina kelompok-kelompok

ini supaya mentarafkan kehidupan masyarakat ini serta dinas supaya

mengupayakan membagi bantuan untuk mendorong kelompok menjadi usaha

mereka supaya berhasil tetapi terkadang masyarakat terkendala dengan SDM.



73

Kemudian mengenai kewenangan dan tanggung jawab pegawai dalam
melaksanakan tugas dalam sistem birokrasi di Dinas tersebut, terutama
kewenangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai penjabaran dari
Visi dan Misi Dinas Kelautan Dan Perikanandimana sebagai unsur pelaksanaan
(implementors), yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan
proses implementasi kebijakan dalam pelayanan izin usaha adalah merupakan
kegiatan segenap unsur pimpinan dan pegawai serta tenaga kerja (pegawai
fungsional) yang melaksanakan tugas dan memiliki tanggungjawab sesuai dengan
bidangnya dilingkungan DinasKelautan Dan Perikananyang secara organisatoris
bertanggung jawab kepada Bupati.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Lukman Hakim, S.Pi sebagai Kepala
Seksi Pendidikan & Pelatihan dan Pendampingan Pemberdayaan Usaha Kecil
Pembudidayaan lkan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 dalam hubungan
dengan pertanyaan bagaimana proses/mekanisme dalam penyusunan struktur
pelembagaan pengelolaan izin usaha perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan
Mandailing Natal, beliau mengatakan bahwa dalam proses penyusunan struktur
pelembagaan izin usaha perikanan,pertama-tamakelompok harus ada surat
keputusan (SK) dari kepala desa, dan SK tersebut adalah dari hasil
permusyawaratan kelompok dengan kepala desa yang sudah disetujui bersama.
Kemudian SK tersebut di antarkan ke dinas, setelah sampai di dinas maka dinas
mengecek ulang kebenaran (keabsahan) SK tersebut, dan memeriksa apakah betul
memang semuanya anggota pembudidaya ikan sudah termasuk atau atau tidak,

jika sudah benar anggota pembudidaya terdaftar dalam SK tersebut, maka
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kelompok tersebut diusulkan di bupati untuk mendapatkan pengesahan secara
formal dari bupati dalam bentuk Surat Keputusan Bupati.. Namun sekarang sejak
keluarnya kebijakan baru dari pemerintah pusat, tidak cukup sampai SK bupati
saja, tapi harus ada lagi Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM
yang dibuat melalu Notaris. Kemudian dijelaskan pula mengenaimodel struktur
birokrasi jabatan pada DinasKelautan Dan Perikanan dalam menciptakan iklim
yang kondusifbagi terlaksanaanya tugasagar sesuai dengan kebijakan pelayanan
izin usaha, bahwa model struktur birokrasi jabatan pada Dinas Kelautan Dan
Perikanan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi terlaksanaanya tugas agar
sesuai dengan kebijakan pelayanan izin usaha tersebut adalah model struktur
birokrasi yang digerakkan oleh visi & misi dinas, dalam menciptakan iklim yang
kondusif bagi terlaksananya kegiatan pelayanan terhadap kegiatan usaha budidaya
ikan

Berdasarkan wawancara dengan bapak Irwansyah, S. Pi,sebagai Kepala
Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan pada hari Selasatanggal2Maret
2021dalam hubungan dengan pertanyaan bagaimana prosedur dalam pemberian
pelayanan (SOP) Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing Natal dalam
memberikan pelayanan izin usaha Pembudidayaan ikan, beliau mengatakan bahwa
prosedur dalam pemberian pelayanan (SOP) diberikan kepada mereka yang
memiliki pendidikan minimal SLTA sederajat; memiliki kemampuan komunikasi
yang baik; memiliki kemampuan pengelolaan data sederhana; memahami tugas
dan fungsi kelautan dan perikanan; memahami persyaratan, mekanisme, dan

prosedur penerbitan perizinan; menguasai pengoperasian komputer; mampu
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berbicara dengan bahasa dengan yang sopan, ramah dan murah tersenyum.
Selanjutnya pertanyaan mengenai struktur birokrasi yang bagaimanakah agar
pelayanan dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan fungsi yang telah
ditetapkan demi terlaksana tugas dengan sebaik-baiknya,beliau mengatakanbahwa
agar tugas pelayanan dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan fungsi yang
telah ditetapkan maka pelaksanaan pelayanan dilakukan dengan penuh tanggung
jawab dan disiplin kerja yang telah ditetapkan.

3. Adanya penerepan prinsip-prinsip pelayanan dalam memberikan
pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Helmi Syaripah Nasution, S. Pi sebagai
Kepala Seksi Penyuluhan Perikanan KKP pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021
dalam hubungan dengan pertanyaan bagaimana penerapan prinsip izin pelayanan
yaitu kesederhanaan dalam prosedur pelayanan kebijakan pelayanan izin usaha
pembudidayaan ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing Natal, beliau
mengatakan bahwa dalam penerapan prinsip-prinsip izin pelayanan yaitu
kesederhanaan dalam prosedur pelayanan, tidak semua pegawai (SDM) mengerti
mengenai kebijakan peleyanan publik yang baik, sehingga para pimpinan di dinas
berusaha terus untuk memberi pemahaman/penjelasan tentang kebijakan tersebut,
dan kita tidak akan mempersulit. Kita usahakan mempermudah tetapi harus kita
ikuti dengan peraturan yang ada, jadi Kita bina sampai dia mengerti. Kemudian
bahwa dalam melaksanakan pelayanan telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip
pelayanan yang baik yaitu dengan adanya perencanaan sebelum dilakukannya

kegiatan pelayanan dan dengan adanya kegiatan dalam memberikan perintah dan
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memberikan kewenangan dari pimpinan terhadap bawahan untuk melakukan
pelayanan.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Helmi Syaripah Nasution, S. Pi
sebagai Kepala Seksi Penyuluhan Perikanan KKP pada hari Kamis tanggal 4
Maret 2021 dalam hubungan dengan pertanyaan bagaimana dengan penerapan
prinsip kejelasan persyaratan teknis, administratif pelayanan publik, unit kerja
atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, dengan rincian biaya
pelaksana serta tata cara pembayaran (sebagai prinsip pelayanan yang baik) dalam
memberikan pelayanan izin usaha, beliau mengatakan bahwafaktor untuk usaha
pembudidayaan ikan (dasar kelompok) yaitu pertama adanya modal, kedua
adanya lahan dan ketiga adanya SDM. Lalu dasar terbentuk kelompok yaitu
adanya keinginan bersama untuk budidaya ikan tersebut. Syarat kelompok yaitu,
mewakili lahan ditempat berdiri, mewakili KTP, mewakili KK, WNI, minimal 10
orang terdiri dari 3 pengurus dan 3 pengawas, memiliki kegiatan budidayaan
perikanan. Kemudian mengenai apakah ada petunjuk teknik yang dapat dipakai
sebagai pedoman dalam pelaksanakan prinsip-prinsip pelayanan, beliau
mengatakan bahwa memang dalam melaksanakan pelayanan ada petunjuk teknik
yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanakan pelayanan izin usaha.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Helmi Syaripah Nasution, S. Pi sebagai
Kepala Seksi Penyuluhan Perikanan KKP pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021
dalam hubungan dengan pertanyaan bagaimana penerapan prinsip pelayanan yaitu
tanggung jawab pelayanan dalam kebijakan pelayanan izin usaha pembudidayaan

ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing Natal sudah terlaksanakan
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beliau mengatakan bahwapegawai yang diperbantukan yaitu 4 orang menjadi
pengawas yang di kirim oleh pusat sudah mengawasi secara langsung dan dinas
ikut serta.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Miswaruddin, S.E sebagai: Kades
Hutabaringin Kecamatan Panyabungan Barat. pada hari Kamis tanggal 4 Maret
2021 dalam hubungan dengan pertanyaan bagaimana ketersediaan sarana dan
fasilitas kerja dalam memberikan pelayanan, beliau mengatakan bahwa,
ketersediaan sarana dan fasilitas kerja dalam memberikan pelayanan pada
dasarnya belum memenuhi keinginan masyarakat, namun kami dari pihak
pemerintah desa diupaya untuk membantu kebutuhan fasilitas dalam
pembudidayaan ikan, karena pihak dinas hanya memberikan fasilitas sesuai

dengan kebutuhan kelompok saja melalui proposal kelompok budidaya.

4. Adanya penyampaian informasi melalui interaksi dan komunikasi
antar stakeholder (aparat pemerintah daerah, pengusaha, dan

masyarakat) dalam meng-implementasikan kebijakan.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Helmi Syaripah Nasution, S. Pi
sebagai Kepala Seksi Penyuluhan Perikanan KKP pada hari Rabu tanggal 3 Maret
2021 dalam hubungan dengan pertanyaanbagaimana cara menyampaikan
informasi tentang kebijakan mengenai pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan,
beliau mengatakan bahwacara menyampaikan informasi tentang kebijakan
pelayanan izin usaha pada masyarakat adalah melalui sosialisasi kepada para
pengusaha tentang proses perizinan usaha pembudidayaan ikan yang disampaikan

oleh Tim kerja (4 orang pegawai DpB) yang dibentuk berdasarkan surat perintah
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Kepala Dinas. Kemudian mengenai pertanyaan bagaimana tata cara melakukan
sosialisasi tentang tujuan kebijakan pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan di
Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing Natal kepada masyarakat, beliau
mengatakan bahwa tata cara dalam memberikan sosialisasi dengan seminar dan
penyuluhan ke lapangan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Miswaruddin, S.E sebagai Kades
Hutabaringin Kecamatan Panyabungan Barat pada hari Rabu tanggal 3 Maret
2021 dalam hubungan dengan pertanyaan bagaimana model atau bentuk sarana
komunikasi yang digunakan pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan
pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan kepada masyarakat, beliau mengatakan
bahwa, bentuk sosialisasi yang diberikan dinas kepada kami masyarakat dalam
bentuk penyuluhan dan sarasehan (simulasi).

Berdasarkan wawancara dengan bapak Zamruddin selaku Masyarakat
pembudidaya ikan pada hari Jumat pagi tanggal 4 Maret 2021dalam hubungan
dengan pertanyaan. Bagaimana cara mengkomunikasikan kepada masyarakat
tentang pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan agar masyarakat memahami
tata cara mengurus izin usaha pembudidayaan ikan, beliau mengatakan bahwa,
cara mengkomunikasikan kepada kami tentangpelayanan izin usaha
pembudidayaan ikan agar memahami tata cara mengurus izin usaha
pembudidayaan ikan yaitu dengan cara seminar tersebut serta penyuluhan
langsung ke lapangan dan dinas ikut memandu kelompok-kelompok tersebut.
Berdasarkan wawancara dengan bapak Miswaruddin, S.E sebagai: Kades

Hutabaringin Kecamatan Panyabungan Barat pada hari Jumat pagi tanggal 5
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Maret 2021 dalam hubungan dengan pertanyaan bagaimana umpan balik atau
tanggapan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam proses pelayanan surat
izin usaha perikanan (SIUP) sehubung dengan kebijakan pelayanan izin usaha
pembudidayaan ikan yang dilaksanakana Dinas Kelautan dan Perikanan
Mandailing Natal, beliau mengatakan bahwa sebagian kecil masyarakat hanya
melakukan sendiri tanpa ikut campur dari dinas dan hanya kami dari pihak
pemerintah desa yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan budidayaan ikan. Dan

masyarakat hanya mengelola sendiri dan mendapatkan hasil apa adanya.

4.2  Pembahasan

Pembahasan hasil wawancara yang penulis sajikan dalam hal ini adalah
data sebagaimana yang akan dianalisis pada sub bab pembahasan berikut ini
adalah data yang meliputi aspek-aspek dalam rumusan kategorisasi yaitu sebagai
berikut:
a. Tujuan dan Sasaran Kebijakan Pelayanan Usaha Pembudidayaan Ikan.

Sebagaimana telah disajikan pada uraian terdahulu pada subbab deskripsi
hasil wawancara tentang tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan,
Kebijakan Pelayanan Usaha Pembudidayaan Ikan., yang menjelaskan bahwa pada
dasarnya mengetahui tujuan dan sasaran dari pelayanan izin usahadan Sasaran
yang dapat ditetapkan dalam mencapai tujuan kebijakan pelayanan izin
usahakarena pimpinan di dinas sering mengadakan pengarahan kepada
bawahannya tentang tujuan dan sasaran pelaksanaan pelayanan izin usaha.

Selanjutnya dari hasil wawancara dijelaskan tentang target/sasaran yang

hendak dicapai dalam kebijakan pelayanan izin usaha, narasumber menjelaskan
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bahwa target/sasaran yang hendak dicapai dalam kebijakan pelayanan izin usaha
adalah bahwa para pegawai dapat melaksanakan pelayanan. kemudian dinas tidak
memiliki upaya dalam usaha pencapaikan tujuan pelaksanaan kebijakan pelayanan
izin usaha tersebut, karena semua sudah di tanggung jawabi atau ditangani oleh
Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal, sehingga proses
pelayanan izin usaha terhadap masyarakat dalam mengurus izin usaha langsung ke

dinas perizinan Satu Pintu.

Dari penjelasan tersebut di atas maka apabila dianalisis hasil wawancara
tersebut dalam hubungannya dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang
hendak dicapai dimana secara konsepsi implementasinya sangat didukung adanya
beberapa fungsi implemetasi kebijakan vyaitu suatu hubungan yang
memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan dapat diwujudkan
sebagai hasil akhir kegiatan-kegiatan yang dilakukan aparat pemerintah, sehingga
fungsi implementasi mencakup pula penciptaan yang dalam ilmu kebijakan publik
tersebut yang merupakan sistem penyampaian/penerusan kebijakan publik yang
biasanya terdiri dari cara-cara sarana tertentu yang dirancang/didesain secara
khusus serta diarahkan menuju tercapainya fungsi implementasi dalam
membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-
sasaran kebijakan publik dapat diwujudkan sebagai hasil akhir. sesuai dengan
tujuan-tujuan dan sasarannya yang dikehendaki.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam usaha pencapaian
tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sangat ditentukan oleh adanya proses

implementasi kebijakan yang didukung dengan adanya beberapa fungsi
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implemetasi kebijakan yaitu suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan
atau sasaran-sasaran kebijakan dapat diwujudkan sebagai hasil akhir kegiatan-
kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah. Sehingga fungsi implementasi
mencakup pula penciptaan yang dalam ilmu kebijakan publik tersebut yang
biasanya terdiri dari cara-cara sarana tertentu yang dirancang secara khusus serta
diarahkan menuju tercapainya fungsi implementasi dalam membentuk suatu
hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan
publik dapat diwujudkan sebagai hasil akhir, sesuai dengan tujuan-tujuan dan
sasarannya yang dikehendaki.

Jadi pada dasarnya dalam pelaksanaan pelayanan izin usaha, aparat dinas
senantiasa sering mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang tujuan dan
sasaran pelaksanaankebijakan pelayanan izin usaha yang merupakan perwujudan
dalam menuju tercapainya fungsi implementasi dalam membentuk suatu
hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan
publik dapat diwujudkan sebagai hasil akhir dari suatu kegiatan. Dalam hubungan
dengan Proses dan Prosedur dalam melaksanakan kebijakan pelayanan izin usaha.

Dari penjelasan tersebut di atas maka apabila dianalisis hasil wawancara
tersebut dalam hubungannya dengan prosedur pelaksanaan pelayanan izin usaha,
dimana implementasi kebijakan tersebut secara konsepsi merupakan suatu
keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemerintah daerah harus
berorientasi pada kepentingan publik/masyarakat dengan mempertimbangkan
secara matang terlebih dahulu baik buruknya dampak yang ditimbulkan; dan aksi

pemerintah dalam mengatasi masalah dengan memperhatikan untuk siapa, untuk
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apa, kapan, dan bagaimana, sehingga implementasi kebijakan pelayanan izin
usahamerupakan proses untuk menjamin terselenggaranya secara tertib pemberian
pelayanan, dan tentunya dalam proses dan prosedur implementasi kebijakan
tersebut, ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti antara lain komunikasi
dan interaksi antara aparat dinas dengan masyarakat, sehingga dalam kaitannya
dengan prosedur pelaksanaan pelayanan izin usahasangat diperlukan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam proses dan prosedur
pelaksanaan pelayanan izin usaha dalam memberikan pelayanan publik sangat
ditentukan oleh implementasi kebijakan yang walaupun dalam pelaksanaanya
masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu antara lain komunikasi dan
interaksi antara aparat dinas dengan pemerintah desa dan masyarakat
(stakeholder).

b.  Struktur birokrasi sebagai model dalam melaksanakan (implementasi)

kebijakan pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan

Sebagaimana telah disajikan pada uraian terdahulu pada subbab deskripsi
hasil wawancara tentang struktur birokrasi sebagai model dalam melaksanakan
(implementasi) kebijakan pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan yang pada
dasarnya para narasumber mengatakanbahwa daam hal pembentukan struktur
kelembagaan pembudidayaan ikan terlebih dahulu sudah terbentuk suatu
kelompok-kelompok, lalu ada pegawai yang diperbantukan dari pemerintah pusat
(Kementerian Kelautan dan Perikanan) sebanyak 4 orang dan merekalah yang
membina kelompok-kelompok ini supaya mentarafkan kehidupan masyarakat ini

serta dinas supaya memupayakan membagi bantuan untuk mendorong kelompok
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menjadi usaha mereka supaya berhasil tetapi terkadang masyarakat terkendala
dengan SDM, kemudian dalam proses penyusunan struktur pelembagaan izin
usaha perikanan,pertama-tamakelompok harus ada surat keputusan (SK) dari
kepala desa, dan SK tersebut adalah dari hasil permusyawaratan kelompok dengan
kepala desa yang sudah disetujui bersma. Kemudian SK tersebut di antarkan ke
dinas, setelah sampai di dinas maka dinas mengecek ulang kebenaran (keabsahan)
SK tersebut, dan memeriksa apakah betul memang semuanya anggota
pembudidaya ikan sudah termasuk atau atau tidak, jika sudah benar anggota
pembudidaya terdaftar dalam SK tersebut,maka kelompok tersebut diusulkan di
bupati untuk mendapatkan pengesahan secara formal dari bupati dalam bentuk
Surat Keputusan Bupati.

Namun sekarang sejak keluarnya kebijakan baru dari pemerintah pusat,
tidak cukup sampai SK bupati saja, tapi harus ada lagiSurat Keputusan dari
Kementerian Hukum dan HAM yang dibuat melalu Notaris, dan mengenai
prosedur dalam pemberian pelayanan (SOP) diberikan kepada mereka yang
memiliki pendidikan minimal SLTA sederajat;memiliki kemampuan komunikasi
yang baik; memiliki kemampuan pengelolaan data sederhana; memahami tugas
dan fungsi kelautan dan perikanan; memahami persyaratan, mekanisme, dan
prosedur penerbitan perizinan; menguasai pengoperasian komputer; mampu
berbicara dengan bahasa dengan yang sopan, ramah dan murah tersenyum.

Mengenai kewenangan dan tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan
tugas dalam sistem birokrasi di Dinas tersebut adalah; terutama kewenangan

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai penjabaran dari Visi dan



84
Misi Dinas Kelautan dan Perikanan dimana sebagai unsur pelaksanaan
(implementors), yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan
proses implementasi kebijakan dalam pelayanan izin usaha adalah merupakan
kegiatan segenap unsur pimpinan dan pegawai serta tenaga kerja (pegawai
fungsional) yang melaksanakan tugas dan memiliki tanggungjawab sesuai dengan
bidangnya dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan yang secara organisatoris
bertanggung jawab kepada Bupati.

Kemudian dijelaskan pula mengenaimodel struktur birokrasi jabatan pada
dinas Kelautan dan Perikanan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi
terlaksanaanya tugasagar sesuai dengan kebijakan pelayanan SIUP, bahwa model
struktur birokrasi jabatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menciptakan
iklim yang kondusif bagi terlaksanaanya tugas agar sesuai dengan kebijakan
pelayanan izin usaha tersebut adalah model struktur birokrasi yang digerakkan
oleh visi & misi dinas, dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi
terlaksananya kegiatan pelayanan terhadap kegiatan usaha budidaya ikan.

Kemudian agar struktur borokrasi pelayananizin usaha sesuai dengan fungsi
yang telah ditetapkan demi terlaksana tugas dengan sebaik-baiknya maka
pelaksanaan pelayanan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin kerja
yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan tersebut di atas maka apabila dianalisis hasil wawancara
tersebut dalam hubungannya dengan struktur birokrasi sebagai model dalam
melaksanakan (implementasi) kebijakan pelayanan izin usaha pembudidayaan

ikanbahwa sebenarnya kewenangan dan tanggung jawab pegawai dalam
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melaksanakan tugas dalam sistem birokrasi di Dinas Kelautan dan Perikanan
terutama kewenangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai
penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan dimana sebagai
unsur pelaksanaan (implementors), yang bertanggung jawab dalam pengelolaan
dan pelaksanaan proses implementasi kebijakan dalam pengawasan kegiatan
usaha adalah merupakan kegiatan segenap unsur pimpinan dan pegawai Serta
tenaga kerja (pegawai fungsional) yang melaksanakan tugas dan memiliki
tanggungjawab sesuai dengan bidangnya dilingkungan Dinas Kelautan dan
Perikananyang secara organisatoris bertanggung jawab kepada Bupati. Kemudian
model struktur birokrasi jabatan padadinas Kelautan dan Perikanandalam
menciptakan iklim yang kondusif tersebut bagi terlaksanaanya kegiatan pelayanan
izin usaha dapat disesuaikan dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan
Perikanan, atau disesuaikan dengan prinsip-prinsip organisasi yaitu antara lain
model Span of control atau rentang kendali antara 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) unit
satuan kerja suatu organisasi pemerintahan. Selanjutnya agar tugas pelayanan
dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan
maka pelaksanaan pelayanan izin usaha dilakukan dengan penuh tanggung jawab
dan disiplin kerja yang telah ditetapkan, yaitu dengan menerapkan model struktur
birokrasi pada dinas Kelautan dan Perikanan dalam menciptakan iklim yang
kondusif tersebut adalah bagi terlaksanaanya kegiatan pelayanan izin usaha dapat
disesuaikan dalam mengimplementasikan kebijakan Kementrian Kelautan dan

Perikanan, atau secara organisatoris disesuaikan dengan prinsip-prinsip organisasi
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yaitu antara lain model Span of control atau rentang kendali antara 3 (tiga) sampai
7 (tujuh) unit satuan kerja suatu organisasi pemerintahan.)

c. Penerapan prinsip-prinsip pelayanan dalam memberikan pelayanan izin
usaha pembudidayaan ikan.

Sebagaimana telah disajikan pada uraian terdahulu pada subbab deskripsi hasil
wawancara tentang Penerapan prinsip-prinsip Pelayanan yang menjelaskan bahwa
pada dasarnya dalam penerapan prinsip-prinsip izin pelayanan yaitu
kesederhanaan dalam prosedur pelayanan, tidak semua pegawai (SDM) mengerti
mengenai kebijakan peleyanan publik yang baik, sehingga para pimpinan di dinas
berusaha terus untuk memberi pemahaman/penjelasan tentang kebijakan tersebut,
dan kita tidak akan mempersulit. Kita usahakan mempermudah tetapi harus kita
ikuti dengan peraturan yang ada, jadi kita bina sampai dia mengerti, kemudian
dalam penerapan prinsip kejelasan persyaratan teknis, administratif pelayanan
publik, unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, dengan
rincian biaya pelaksana serta tata cara pembayaran (sebagai prinsip pelayanan
yang baik) dalam memberikan pelayanan izin usaha. Adapun faktor untuk usaha
pembudidayaan ikan (dasar kelompok) yaitu pertama adanya modal, kedua
adanya lahan dan ketiga adanya SDM. Lalu dasar terbentuk kelompok yaitu
adanya keinginan bersama untuk budidaya ikan tersebut. Syarat kelompok yaitu,
mewakili lahan ditempat berdiri, mewakili KTP, mewakili KK, WNI, minimal 10
orang terdiri dari 3 pengurus dan 3 pengawas, memiliki , kemudian untuk
penerapan prinsip pelayanan yaitu tanggung jawab pelayanan dalam kebijakan

pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan,pegawai yang diperbantukan yaitu 4
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orang menjadi pengawas yang di kirim oleh pusat sudah mengawasi secara
langsung dan dinas ikut serta. Mengenai ketersediaan sarana dan fasilitas kerja
dalam memberikan pelayanan pada dasarnya belum memenunuhi keinginan
masyarakat, namun kami dari pihak pemerintah desa diupaya untuk membantu
kebutuhan fasilitas dalam pembudidayaan ikan, karena pihak dinas hanya
memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan kelompok saja melalui proposal
kelompok budidaya.

Dari penjelasan tersebut di atas maka apabila dianalisis hasil wawancara
tersebut dalam hubungannya dengan penerapan prinsip-prinsip Pelayanan-
pelayanan dalam memberikan pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan bahwa
dalam melaksanakan pelayanantersebut telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip
pelayanan yang baik yaitu dengan adanya perencanaan sebelum dilakukannya
kegiatan pelayanan dan dengan adanya kegiatan dalam memberikan perintah dan
memberikan kewenangan dari pimpinan terhadap bawahan untuk melakukan
pelayanan danpelayanan yang dilaksanakan oleh aparat dinas telah sesuai dengan
harapan masyarakat; memang dalam melaksanakan pelayananada petunjuk teknik
yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanakan pelayanan izin usaha,
dengan demikian dalam hubungannya dengan pelaksanaan prinsip-prinsip
pelayanan yang baik, dalam prosesnya telah ditentukan dengan adanya rencana
yang merupakan suatu keharusan bagi pegawai untuk menetapkan tujuan yang
akan dicapai dan menetapkan metode-metode atau cara yang digunakan serta
menentukan standar kerja sebagai pedoman untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. pelayanan tanpa adanya perencanaan kegiatan sebelumnya tidak akan
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bisa dilaksanakan dan sebaliknya perencanaan dalam pelaksanaan suatu kegiatan
tidak akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan masyarakat; Kemudian dalam
pelaksanaan kegiatan pelayanan perlu adanya pemberian instruksi atau perintah
dari pimpinan;instruksi harus diberikan kepada bawahan agar mereka mengetahui
apa yang seharusnya menjadi pekerjaannya, bagaimana melaksanakannya, kapan
dan dimana dilaksanakan, serta bagaimana hubungannya dengan pihak-pihak lain
didalam kegiatan pemerintahandan sejauh mana mereka dapat melaksanakan
wewenang yang dilimpahkan kepada mereka dengan baik. Kemudian dalam
pelaksanaan kegiatan pelayanan perlu didukung dengan petunjuk teknik yang
ditetapkan oleh pimpinan atau Kepala Dinas.

d. Penyampaian Informasi dalam prosesinteraksi antar aparat pemerinntah

dengan Stakeholder.

Sebagaimana telah disajikan pada uraian terdahulu pada subbab deskripsi hasil
wawancara tentang  Interaksi antar aparat pemerinntah dengan Stakeholderyang
pada dasarnya para narasumber menjelaskan bahwa dalam berinteraksi adatata
cara dalam memberikan sosialisasi dengan seminar dan penyuluhan ke lapangan,
dan menganai bentuk sosialisasi yang diberikan dinas kepada masyarakat dalam
bentuk  penyuluhan  dan  sarasehan (simulasi) kemudian cara
mengkomunikasikantentangpelayanan izin usaha pembudidayaan ikan agar
masyarakat memahami tata cara mengurus izin usaha pembudidayaan ikan
yaitudengan cara penyuluhan langsung ke lapangan. Sebagai umpan balik atau
tanggapan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam proses pelayanan surat

izin usaha perikanan (SIUP) sehubungan dengan kebijakan pelayanan izin usaha
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pembudidayaan ikan sebagian kecil masyarakat hanya melakukan sendiri tanpa
ikut campur dari dinas dan pihak pemerintah desa turut berpartisipasi dalam
kegiatan budidayaan ikan. cara menyampaikan informasi tentang kebijakan
pelayanan izin usaha pada masyarakat adalah melalui sosialisasi kepada para
pengusaha tentang proses perizinan usaha pembudidayaan ikan yang disampaikan
oleh Tim kerja (4 orang pegawai DpB) yang dibentuk berdasarkan surat perintah
Kepala Dinas.Aparat di Dinas Kelautan dan perikanan senantiasa mengadakan
komunikasi dengan masyarakat atau pengusaha pembudidaya ikan terutama
tentang proses pelayanan izin usaha yang sesuai dengan harapan pemerintah dan
masyarakat.Dalam memperoleh izin usaha memang ada petunjuk teknis yang
dikeluarkan oleh Dinas tentang tata cara proses dalam memperoleh izin usaha,
sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis dari Kepala dinas.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa cara menyampaikan informasi
tentang kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Perizinan Usaha
Pembudidayaan Ikan kepada para Masyarakat atau Pengusaha Pembudidayaan
ikanadalah melalui sosialisasi atau penyuuhan kepada masyarakatatau para
pengusaha ikantentang proses pelayanan perizinan usaha perikanan yang
disampaikan oleh Tim kerja yang dibentuk berdasarkan surat perintah
Kementerian Kelautan dan Perikanan meaui Kepala Dinas. Mengenai aparat di
Dinas Kelautan dan Perikanan dalam berkomunikasi dengan masyarakat atau para
pengusaha terutama tentang proses pengelolaan usaha pembudidayaan ikan yang

senantiasa disesuaikan dengan harapan pemerintah sebagaimana tertuang dalam
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kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan keinginan masyarakat

setempat.



BAB V

PENUTUP

4.2 Simpulan

a.

Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Usaha Pembudidayaanlkandi
Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing Natal, bahwa proses dan prosedur
pelaksanaan pelayanan izin usaha pembudidadayaan ikan, terutama dalam
memberikan pelayanan publik sangat ditentukan oleh tujuan dari
implementasi kebijakan yang walaupun dalam pelaksanaanya masih ada
beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu antara lain komunikasi dan
interaksi antara aparat dinas dengan pemerintah desa dan masyarakat
(stakeholder). Sehingga dalam proses pendaftaran izin usaha pembudidayaan
ikan dilayani oleh Kantor Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Mandailing Natal.

Model struktur birokrasi aparatur padaDinas Kelautan dan Perikanan dalam
menciptakan iklim yang kondusif dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan izin
usaha dapatdisesuaikan dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan
Perikanan tentang Pelayanan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan
,ataudisesuaikan dengan prinsip-prinsip organisasi yaitu antara lain model
Span of control atau rentang kendali antara 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) unit

satuan kerja suatu organisasi pemerintahan.

Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan perlu adanya pemberian

instruksi atau perintah dari pimpinan; instruksi harus diberikan kepada
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Bawahan agar mereka mengetahui apa yang seharusnya menjadi
pekerjaannya, bagaimana melaksanakannya, kapan dan dimana dilaksanakan,
serta bagaimana hubungannya dengan pihak-pihak lain didalam kegiatan
pemerintahandan sejauh mana mereka dapat melaksanakan wewenang yang
dilimpahkan kepada mereka dengan baik. Kemudian dalam pelaksanaan
kegiatan pelayanan perlu didukung dengan petunjuk teknik yang ditetapkan

oleh pimpinan atau Kepala Dinas.

4.3 Saran

a.

Agar proses dan prosedur pelaksanaan pelayanan izin usaha
pembudidadayaan ikan, perlu ditentukan oleh tujuan dari implementasi
kebijakan yang walaupun dalam pelaksanaanya masih ada beberapa faktor
yang mempengaruhi yaitu antara lain komunikasi dan interaksi antar aparat
dinas dan antara aparat dinas dengan pemerintah desa dan masyarakat
(stakeholder).

Agar tugas pelayanan dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan fungsi
yang telah ditetapkan maka pelaksanaan pelayanan izin usaha
pembudidayaan ikan perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan
disiplin kerja yang telah ditetapkan, yaitu dengan menerapkan model struktur
birokrasi pada dinas Kelautan dan Perikanan dalam menciptakan iklim yang
kondusifbagi pelaksanaan kegiatan pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan
dan dalam mengimplementasikannya disesuaikan kebijakan Kementrian
Kelautan dan Perikanan, atau secara organisatoris disesuaikan dengan

prinsip-prinsip organisasi yaitu antara lain model Span of control atau
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rentang kendali antara 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) unit satuan kerja dalam suatu
organisasi.

Untuk mengetahui bagaimana hubungann antar dinas dan antara dinas dengan
pemerintah desa dan masyarakat (stakehorder), agar dapat melaksanakan
wewenang Yyang dilimpahkan dengan sebaik-baiknya, maka dalam
pelaksanaan kegiatan pelayanan perlu didukung dengan petunjuk teknik yang

ditetapkan oleh pimpinan atau Kepala Dinas.
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PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penclitian Skripsi: Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Usaha Pembudidayaan Tkan
di Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing Natal

Nama Pencliti : Chintiya

NPM : 1703100049

Prodi/Fakultas : llmu Administrasi Publik/[lmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU

Materi Penelitian : Pelaksanaan kebijakan tentang Pelayanan Izin Usaha Pembudidayaan

Ikan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
49/PERMEN-KP/2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.

Kategorisasi Penelitian: 1. Adanya usaha pencapaian tujuan dan penyusunan sasaran kebijakan

dalam memberikan pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan

2. Adanya struktur birokrasi sebagai model dalam melaksanakan
(implementasi) kebijakan pelayanan izin usaha pembudidayaan
ikan;

3. Adanya penerapan prinsip-prinsip Pelayanan dalam memberikan
pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan;

4. Adanya Interaksi dan komunikasi antar Stakeholder (aparat
pemerintah daerah. Pengusaha, dan masyarakat) dalam meng-
implementasikan kebijakan.

Pertanyaan Wawancara berdasarkan Kategorisasi

1. Adanya usaha pencapaian tujuan kebijakan dan penyusunan sasaran kebijakan dalam
meberikan pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan;

a. Bagaimana pelaksanaan pencapaian tujuan kebijakan pelayanan izin usaha
pembudidayaan ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing Natal sehingga
tujuan kebijakan dapat tercapai ?

b. Bagaimana mensosialisasikan kebijakan izin usaha pembudidayaan ikan kepada
masyarakat dan pemilik usaha pembudidayaan ikan agar tujuan kebijakan dapat
tercapai ?

c. Bagaimana sasaran untuk mencapai tujuan kebijakan pelayanan izin usaha
pembudidayaan ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing Natal?

Mandailing Natal?
2. Adanya struktur birokrasi sebagai model dalam melaksanakan (im
pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan; Ok,



s;)

Bagaimana upaya mencapaian visi misi Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing
Natal agar kebijakan mengenai pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan dapat
terlaksana ?

Bagaimana proses'mekanisme dalam penyusunan  struktur pelembagaan  Dinas
Kelautan dan Perikanan Mandailing Natal?

Bagaimana prosedur dalam pemberian pelayanan (SOP) Dinas Kelautan dan
Perikanan Mandailing Natal dalam memberikan pelayanan izin useha pembudidavasn
ikan ?

Adanya penerapan prinsip-prinsip Pelayanan dalam memberikan pelayanan izin vsaha
pembudidayaan ikan;

a.

d

Bagaimana penerapan prinsip pelayanan yaitu  kesederhanasn dalam prosadur
pelayanan kebijakan pelayanan izin ustha pembudidayaan ikan di Dinas Kelautan dan
Perikanan Mandailing Natal

Bagaimana dengan penerapan prinsip kejelasan persyaratan tekmis, administranf
pelayanan publik, unit kea atau pejabat yang benwenang dan bertanggung jawab,
dan rincian biaya pelayanan serta tata cara pembayaran (sehagai prinsip pelavanan
vang baik) dalam memberikan pelayanan izin usaha ?

Bagaimana penerapan prinsip pelavanan yaitu tanggung jawzb pelavanan dalam
kebijakan pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan
Mandailing Natal sudah terlaksanan ?

Bagaimana ketersediaan sarana dan fasilitas keja dalam memberikan pelavanan ?

Adanya Interaksi dan komunikasi antar Stakeholder (aparat pemenintzh daerah.
Pengusaha, dan masyarakat) dalam meng-implementasikan kebijakan.

a.

Bagaimana tata cara melakukan sosialisasi tentang tujuan kebijakan pelavanan izin
usaha pembudidayaan ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing Nartsl
kepada masyarakat ?

Bagaimana model atau bentuk sarana komunikasi vang digunakan pemenintzh dalam
mensosialisasikan kebijakan pelavanan izin ussha pembudidavasan itkan kepeda
masyarakat ?

Bagaimana cara mengkomunikasikan kepada masyzrakat tentang pelayanan izin
usaha pembudidayaan ikan agar masyarakat memahami tatacara mengurus izin usaha
pembudidayaan ikan ?

Bagaimana umpan balik atau tanggapan masyarakat terhadap pemerintah dacrah
dalam proses pelayanan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sehubungan dengan
kebijakan pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan yang dilaksanakan Dinas
Kelautan dan Perikanan Mandailing Natal ?
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RS PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPS!

Kepada Yth. A Chatrtah L Medan, .55 J0WH 90,31 ¢

Bapak/lbu Ketua Jumsan}\.‘.@‘.“. ....... nan, s R.w.b

FISIP UMSU

di

Medan.

Assalariu’alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang tentanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik UMSU :

oty
Namalengkap : C ....... é

NPM . Jodtowdy
Jurusan o U Adminisrrns bt Uiepjaren Pk
Tabungansks  : 30 ks 1P Kemulatf 355

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :
Noils. . " Persetujuan -

1 :‘V\.?\LM(V\LAS; '“ﬁjrz;m Ptlﬂj{’.&'ﬂnlu‘n wseda f"ﬂbudld{‘fa\ fon A
Yiros kelovion don fuib‘mﬂ b Hnrdailiwg Noget . /Lj

Judul yang diusulkan - 5

mplomentass Peoturon Wearen Yelouton dan Penonon ho & tahn 2020
E\u\um ronga Pombinatin fumudidaycon o At Otruss Velouten dom Pentooen
\Calxaten ~ Handailing Nogal .

tae Poturan Wurken Wouton dan Purtoncn no £ tahin 2020
’ gﬁ ':‘U(\“ mPmeujla_ym fembudidayoc \an didinag feloutan dan
feryoran aten Mﬂﬂdm‘ih@ Natal,

Bersuma permchonan ini saya iampirkan :

N

1. Tanda bukti lunas heban SPP tahap berjalan;
2. Daitar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) vang dikeluarkan oleh Dekan.

-~

3. Tanda bukti Lunas Uang/Biava Semina: Proposal;*)
Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan
terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan : Pemohon,
Diteruskan kepada Dekan untuk

Penetapan Judul dan Pembimbing. q&(%
Medan, tgl. .28 Juwog 203 -

*) dilampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan.
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sural ini agar

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 101/SK/1.3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
berdasarkan Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 975/SK/I1.3/F/2018 tanggal 15 Rabiul
Awwal 1440 H/ 23 November 2018 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi
Publik tertanggal 04 Januari 2021 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan
untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : CHINTIYA

NPM : 1703100049

Program Studi : Tlmu Administrasi Publik

Semester : VII (Tujuh) Tahun 2020/2021

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN IZIN USAHA

PEMBUDIDAYAAN IKAN DI DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN MANDAILING NATAL

Pembimbing : Drs. R. KUSNADI, M.AP

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan
sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor
975/SK/11.3/F/2018 tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 M.

2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 001.17.0310 tahun
2021.

3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak
selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa kadaluarsa tanggal 04 Januari 2022.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 12 Djumadil Akhir 1442 H
26 Januari 2021 M

Y safch, S.Sos., MSP

Tembusan :

1. Ketua P.s. limu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;

3. Pertinggal.
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Bia menzaat srat o 358 Ceeduoan
fomoy can tangpetya

Nomo_r . 201/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Medan, 06 Rajab 1442 H
Lampiran : -- 18 Pebruari 2021 M
Hal : Mohon Diberikan izgin

Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal
di-

Tempat.

Bissmillahirahmanirrahi
Assalamu’alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Tbu dalam keadaan schat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan
segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu
(S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa  : CHINTIYA

NPM : 1703100049

Program Studi - llmu Administrasi Publik

Semester - VII (Tujuh) / Tahun Akademik 2020/2021

Judul Skripsi - IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN IZIN USAHA

PEMBUDIDAYAAN IKAN DI DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN MANDAILING NATAL

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu ‘alaikum wr. wb.

!

\I.EH, S.Sos., MSP.

Cc:File.



P PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

(d'@ DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

L, KOMPLEK PERKANTORAN PAYALOTING TELP. 0636 - 326191
PANYABUNGAN KODE POS 22978

e —
e — e

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 523/125 / DKP/ 111/ 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. BAKHREIN LUBIS

NIP : 19620911 199103 1 003

Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/ ¢)

Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mandailing Natal

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : CHINTIYA

NIM : 1703100049

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Semester : VII (Tujuh)/ Tahun Akademin 2020/2021

Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Usaha Pembudidayaan

Ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing Natal

Telah menyelesaikan Penclitian dengan judul Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Usaha
Pembudidayaan Ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing Natal mulai Tanggal 22 Februari
2021 sampai dengan 12 Maret 2021.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima

kasih.

Dikeluarkan di : Panyabungan

Pada tanggal : 15 Maret 2021

KE ALM)INAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
}\ABUPL\\N MANDAILING NATAL

/

\Y
l

)\
1N

\ Q\‘II“NA TIAMA MUI)A

NIP.196209A1 199103 1 003
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PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
Kepada Yth. Medan, 05.. Thuar’ 202!
Bapak Dekan FISIP UMSU
di .
Medan.

Assalamu’alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap  : C&‘W“&“

NPM 2 0BG g

Jurusan : “"“‘ Meiniswas! Ruloute (' k“"_}m . M"t\ -
mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat
Penetapan  Judul  Skripsi dan Pembimbing No. .09L./SK/IL3/UMSU-03/F/202... tanggal
........... 0Y..panuan 203l . ..........dengan judul sebagai berikut :

.....................................................................................................................

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);

Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);

DKAM yang telah disahkan;

Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;

Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;

Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;

Propsosal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap -3)
Scmua berkas dimasukan ke dalam MAP,

SO DN R B =

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya
ucapkan lcxin}n kasih. Wassalam.

Menyetujuj ;

embinbing
(,.f).(l,;ﬂ,-,m‘.,.)..:.!.‘M?:. —
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : Chintiya

Tempat/Tgl Lahir ~ : Natal, 02 Januari 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama/Bangsa - Islam/Indonesia

Alamat - JI. Pendidikan Pasar Il Natal Kecamatan Mandailing Natal
Anak ke . Ketiga

Nama Orang Tua

Ayah Yasrun
Ibu : Imla Yani Nasution
Alamat : JI. Pendidikan Pasar 1l Natal Kecamatan Mandailing Natal

1. Tahun 2005- Tahun 2011 : SD Sikara-Kara 111
2. Tahun 2011- Tahun 2014 : MTs. Muhammadiyah 20 Natal
3. Tahun 2015- Tahun 2017 : SMA Negeri 1 Natal

4. Tahun 2017- sekarang : Universitas Muhammadiyah Sumater Utara

Medan, 02 April 2021

CHINTIYA



